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xian kepada Sang Pencipta atas perkenan-Nya,
k

B Standar Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah

hirnya dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini

sahaan, serta akuntansi keuangan daerah khususnya yang ada

PD dan PPKD serta penyusunan laporan keuangan pemerintah
erah.

Buku ini merupakan lanjutan dari buku yang sebelumnya telah
diterbitkan yaitu buku “Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman
Pada SAP Untuk Pemerintah Daerah” serta “Sistem Akuntansi Akrual
Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual”.




Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara serta Permendagri Nomor 64 tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah, maka perlu dibuat BAS sebagai pedoman
dalam menyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
BAS yang efektif harus dapat mengakomodasi hal-hal sebagai berikut.

1. Menyeragamkan pencatatan transaksi baik di seluruh SKPD maupun
PPKD.

2. Memudahkan dan mempercepat proses pembukuan.

3. Memudahkan dan mempercepat proses penyusunan la

digunakan dalam tahapan siklus pengelolaan keuan
peran penting dalam sistem pengelolaan keuang

tah daerah
emfasilitasi

mendukung disiplin anggaran melal
dan struktur pelaporan, memb gambilan keputusan
yang efektif, menyediakan land
sistem dan alat penyimpa madai atas informasi keuangan.

Pengelolaan keu ah daerah dilakukan dengan
pada BAS yaitu akan mencapai

s berharap buku yang telah disusun dengan mempertimbangkan
emudahan untuk dipahami ini, menjadi buku yang bermanfaat
i pembaca, terutama dalam meningkatkan kualitas transparansi dan
kuntabilitas keuangan publik di pemerintah daerah untuk mencapai
kondisi yang lebih baik.

iv Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah




Dalam menyusun buku ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan
yang penulis alami, tetapi berkat dukungan, dorongan dan semangat
dari semua pihak, penulis mampu menyelesaikan buku ini. Oleh
karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang banyak membantu
untuk selesainya buku ini.

Akhirnya walaupun segala kemampuan yang ada sudah dikerah
dalam menyusun buku ini, tetapi kesalahan akan tetap saja tetja
Ibarat kata pepatah tak gading yang tak retak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penuli hon
maaf atas kesalahan tersebut, serta berharap adanya kritik, , dan
usulan demi perbaikan di masa yang akan datang

Semoga buku sederhana ini dapat dipaha rmanfaat
bagi siapapun yang membacanya, dan sem a lakukan
mendapat nilai ibadah dihadapan Allah S

Jakarta, Juni 2015

@ Penulis
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PENERAPAN AKUNTANS Q
BERBASIS AKRUAL P

PEMERINTAH DAE

IGMA PEMERINTAHAN

a terhadap pemerintahan saat ini, mendorong
suatu sistem tata kepemerintahan yang baik (good

if, serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas.

erwujudan good governance memerlukan perubahan paradigma
merintahan baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang
mampu memberdayakan daerah agar mampu mandiri, berkompetisi
secara regional, nasional maupun internasional yang bukan menjadikan
pemerintah daerah yang terus-menerus bergantung pada pemerintah
pusat.



Dalam mewujudkan good governance, perlu adanya perubahan di
bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan
informasi keuangan untuk berbagai pihak. Salah satu perubahan yang
signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan.

Keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi
pemerintahan sangat erat. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan

ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi
keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai
dengan tujuan masing-masing. Perubahan tersebut juga bermanfa

untuk mengantisipasi sistem dan proses dalam akuntansi pemeri
yang lama yang banyak menimbulkan berbagai kendala s
belum sepenuhnya mendukung terwujudnya good gover a
penyelenggaraan pemerintahan.

B. DASAR HUKUM PENERAPAN AKUNTANSI
AKRUAL

Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 20 tang Keuangan Negara
dalam Pasal 32 mengamanat h tuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksana disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar emerintahan. Sesuai dengan
amanat Undang-Unda ara tersebut, Pemerintah telah
menetapkan Perat

08 amanat tersebut belum dapat dilaksanakan. Oleh sebab
erintah dan DPR membuat kesepakatan bahwa implementasi
ntansi berbasis akrual akan dimulai pada awal tahun 2015.

Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat
memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis
sebelumnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan
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informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi
dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta
untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan,
baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah,
yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya
capaian realisasi anggaran, tetapi juga kinerja pengelolaan keuangan
negara.

Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah Peratur
Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 pengganti PP Nomor 2
2005 tentang SAP vyaitu sebagai amanat dari UU Nom ahun
2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan tersebut me tkan
instansi pemerintah baik di pusat maupun di daer i ntuk
menerapkan SAP berbasis akrual dan harus dilaksang ahun

ingkup pemerintahan,
yaitu pemerintah pusat, peme ah dan satuan organisasi di
lingkungan pemerintah pus enyajikan laporan keuangan
i ransparansi dari pengelolaan

sun peraturan kepala daerah berupa peraturan gubernur, bupati,
walikota tentang kebijakan akuntansi daerah, sistem akuntansi
pemerintah daerah dan bagan akun standar yang harus menjadi
pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi
berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015.

Secara umum peraturan di atas bertujuan untuk menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas,
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dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi dan pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.

C. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN

Keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dikel
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhati

pemerintah.

Untuk memperole euangan yang memenuhi prinsip

oerpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kebijakan akuntansi, untuk masing-masing daerah berbeda-beda
disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi yang dimiliki oleh
daerah tersebut. Namun, dalam penyusunannya harus tetap mengacu
pada peraturan yang berlaku.
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Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah,
sebagai mandat dari pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010, akan memberikan dampak yang besar dalam perubahan
sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan
mendasar yang memengaruhi sistem akuntansi adalah perubahan basis
akuntansi. Basis akuntansi yang dianut oleh Peraturan Pemerint
Nomor 24 Tahun 2005 adalah basis kas menuju akrual (cash to
accrual), sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71
2010, basis akuntansi adalah basis akrual. Basis cash tow.
adalah penggunaan basis kas dan basis akrual dalam
laporan keuangan.

Ada bagian laporan keuangan yang menggunaka Sis\ kas” yakni
untuk pengakuan pendapatan, belanja dan p jaya sebagian
lagi menggunakan basis akrual yakni pen
ekuitas. Pengertian dari basis kas adalah s
peristiwa akuntansi diakui dan dicatat apa

ksi ekonomi atau
erjadi penerimaan

di mana transaksi ekonomi a iStiwa akuntansi diakui, dicatat,
dan disajikan dalam lapor: a saat terjadinya transaksi
tersebut tanpa memperh as diterima atau dibayarkan.

Menurut Perm i or 64 Tahun 2013 yang dimaksud
SAP Berbasis Ak yang mengakui pendapatan, beban,
i am pelaporan finansial berbasis akrual,

Nomor 24 Tahun 2005, maka hal tersebut merupakan
berarti bagi negara maupun pemerintah daerah.

lebih lengkap dan memenuhi fungsi manajerial pengawasan.
rapan akuntansi berbasis kas menuju akrual hanya menghasilkan
laporan keuangan pokok yakni laporan realisasi anggaran (LRA),
neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan
(CaLK). Sedangkan penerapan akuntansi berbasis akrual menghasilkan
7 laporan keuangan pokok, yakni laporan realisasi anggaran (LRA),
laporan perubahan saldo anggaran (SAL), laporan operasional (LO),

Penerapan Akuntasi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 5



neraca, laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan
catatan atas laporan keuangan (CalLK).

Faktor kesiapan pemerintah daerah, tentunya menjadi sangat
penting dalam implementasi akuntansi berbasis akrual yang harus

dilaksanakan pada tahun 2015.

§®
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERA

akuntansi tersebut merupakan dasar pengakuan, pengukuran,
atan dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,
anja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.

Peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi tersebut
sekurang-kurangnya memuat:

1. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam
laporan keuangan.

2. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.



Dalam pengakuan dan pengukuran juga mencakup kebijakan
mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset. Kebijakan harga
perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang
dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/
pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan
lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset
tetap. Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap
jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan
sebagai penambah nilai aset tetap. lkhtisar kebijakan akuntansi yan
diberlakukan pada setiap tahun anggaran akan dimuat dalam

B. PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH UNTU
MENGIMPLEMENTASIKAN AKUNTANSI
AKRUAL

Untuk mempersiapkan diri dalam mengimple
berbasis akrual di lingkungan pemeri
hal yang perlu dipersiapkan vyaitu:

n akuntansi
rah maka ada beberapa

1. Pemahaman tentang Stan emerintahan (SAP)

SAP adalah prinsip-pri yang diterapkan dalam
menyusun dan men keuangan pemerintah. Dengan
demikian, SAP me rsyaratan yang mempunyai kekuatan
hukum dala atkan kualitas laporan keuangan

tersebut, pemerintah mengeluarkan Permendagri
tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual
erintah daerah.

sunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

ebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip, dasar,
konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset,
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kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang
berbeda-beda, seperti pihak eksekutif, legislatif, akademisi, kreditur,
investor, auditor, pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan,
LSM, ahli statistik, ahli ekonomi, perbankan dan karyawan.
Para pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebija
akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibut
untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan serta k

g dipilih dan ditetapkan.
kuntansi pada entitas akuntansi/pelaporan

antu pembaca laporan untuk dapat memahami
gan yang disajikan pada laporan keuangan.

sunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi
yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan
aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam
penerapan akuntansi berbasis akrual. Dokumen yang ditetapkan
dalam peraturan kepala daerah ini harus dipedomani dengan
baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPD maupun di

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 9



SKPKD. Selain itu, dokumen ini juga seyogianya dipedomani
oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran
pemerintah daerah. Penyusunan kebijakan akuntansi harus
melibatkan semua pihak dan perlu dijelaskan setiap dampak
dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran,
penatausahaan maupun pelaporan.

Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi
operasional serta dapat diantisipasi implementasinya. Peraturan
kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi dapa
mengambil unsur-unsur pokok dari SAP, lalu mengemba
dalam pilihan-pilihan metode, baik dalam pengakuan, peng
dan pengungkapan.

3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
SAPD merupakan suatu instrumen untuk m
prinsip-prinsip akuntansi yang telah diteta
kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan ran

ke dalam buku jurnal, memposti sar, menyusun
neraca saldo, menyusun kertas j olidasian, dan diakhiri
dengan penyusunan laporan

dalam rangka imple i berbasis akrual. SAPD sebagai
alat untuk mewuju sip dasar yang telah ditetapkan
oleh SAP dan kebi nsi, menjadi serangkaian prosedur
akan akuntansi double entry melalui
uku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan
sendiri.

ah yang dijelaskan melalui sebuah gambaran deskriptif

agan alir. Intinya SAPD sebagai suatu pedoman dapat

hami dan dilaksanakan oleh para pegawai daerah khususnya

ungsi akuntansi.

SAPD terdiri dari:

a. Sistem akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan,
pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban,
pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset,
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kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan
laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan
konsolidasian pemerintah daerah.

b. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan
dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-
LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian, koreksi
dan penyusunan laporan keuangan SKPD.

Bagan Akun Standar (BAS)
BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam m

Terdapat 9 kode akun yang menggamba
masing akun sebagai berikut.

Akun 1 (satu) menunjukkan aset
Akun 2 (dua) menunjukkan ke

njukkan pendapatan-LO, dan
enunjukkan beban.

TSm0 Qa0 T

enyajian laporan keuangan pemerintah daerah
pada SAP. SAP memberikan pilihan-pilihan dalam
tansi untuk diterapkan dalam proses akuntansi
daerah. Pemerintah daerah menetapkan pilihan sesuai
an asas prinsip-prinsip akuntansi yang telah diatur dalam
sesuai kepentingannya ke dalam kebijakan akuntansi untuk
apat menyajikan secara wajar laporan keuangan dalam rangka
akuntabilitas kepada para pengguna. Proses pengumpulan data
transaksi sampai dengan disajikan dalam laporan keuangan melalui
suatu proses yang terstruktur diatur dalam suatu sistem akuntansi
pemerintah daerah (yang di dalamnya termasuk pilihan bagan
akun standar yang akan digunakan).

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 11



C. TAHAPAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

Karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah pada hakikatnya adalah
pemilihan prinsip, metode, dan teknik yang tepat, maka harus dipikirkan
agar pemilihan kebijakan akuntansi memang benar dan bermanfaat
bagi pemerintah daerah. Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah melihat landasan untuk pembuatan kebijak
akuntansi, yaitu SAP. Standar akuntansi untuk entitas pemeri
di Indonesia adalah PP Nomor 24 tahun 2005 yang dig

akuntansi pemerintahan, sebagai landasan unt
akuntansi pemerintah daerah.
2. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebija tansi perlu
disesuaikan dengan kondisi entit poran. Sasaran
pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan
realitas ekonomi entitas ak p secara tepat dalam
bentuk keadaan keuangan

Ada tiga pertimba untuk penerapan kebijakan

si mengungguli bentuk formal (Substance Over Form)
saksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan
isajikan sesuai dengan hakikat transaksi dan realita kejadian,
tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau
kejadian.
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c. Materialitas (materiality)
Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang
cukup material yang memengaruhi evaluasi atau keputusan-
keputusan.

Standar akuntansi memuat Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berterima

Umum (PABU)

Prinsip akuntansi adalah ketentuan/pedoman yang disepakati sec

umum, berdasarkan tujuan dan konsep teoretis dari akuntan

Karena itu, perlu pemahaman atas “tujuan” dan “konsep

sehingga pemilihan teknik akuntansi (tahap selanjutny

sesuai dengan tujuan dari pelaporan keuangan peme

Setelah menerapkan prinsip akuntansi, maka di
teknik akuntansi, dan juga metode akuntansi,
pencatatan transaksi ekonomi yang dil 3
daerah. Pada tahap ini, fokusnya lebih ‘pada i entasi pada
unit-unit kerja pemerintah daerah. Untuk menentukan teknik dan
metode akuntansinya, pemerintah da t dibantu dengan
menggunakan analisis sebagai
a. Apa saja dokumen-do
b. Bagaimana prosed
tersebut?
c. Bagaimana dalian internal untuk setiap transaksi?
Apakah i dak?
mencatatkan atau melakukan transaksi?

formulir yang dipergunakan?
dengan dokumen/formulir

buku prosedur/manual akuntansi pemerintah daerah
ang menjadi bagian dari suatu sistem akuntansi pemerintah
daerah.
eberhasilan penyusunan dan penerapan kebijakan akuntansi ini
sangat tergantung pada sumber daya manusia (SDM) yang ada
di pemerintah daerah, maka kesiapan SDM merupakan faktor
penting suksesnya penyusunan dan penerapan kebijakan akuntansi
ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempersiapkan
aparatur pemerintahnya untuk dapat bekerja dan menyesuaikan
diri dengan kebijakan akuntansi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan
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melakukan sosialisasi dan pelatihan. Semua dilakukan dalam rangka
menyukseskan implementasi kebijakan akuntansi yang dibuat.

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah berdasarkan
komponen utama kebijakan akuntansi dapat dilakukan melalui dua
tahap, yakni:

1. Tahap penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan
Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan
dimulai dari pengumpulan rujukan atau referensi berupa peratura

perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebij
akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah, antara |

PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan.
PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran.
PSAP 03 tentang laporan arus kas.

PSAP 04 tentang catatan atas laporan a

PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasi
PSAP 12 tentang laporan operasional.
IPSAP dan buletin teknis SAP it pel

2. Tahap penyusunan kebijakan akdntansidakun.

@m0 oo0 T e

keuangan.

Tahapan ini terkait akun di mpulan rujukan atau

embahasan kapitalisasi pemeliharaan jalan bersama dinas
dan lain-lain.
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PEMERINTAH DAERA

O

A. GAM SAPD

Sistem akun erintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen

op onalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan
kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian
kuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan,
| ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun
saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan
nyusunan laporan keuangan.

Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan
apa dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan
bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para
petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan
menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar.

15




Sistem dan prosedur akuntansi serta penyusunan laporan keuangan
harus dikembangkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah
daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan harus dipastikan
tidak ada pertentangan dengan peraturan kepala daerah tentang sistem
dan prosedur akuntansi pemerintah daerah.

SAPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada
peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

SAPD dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. SAPD yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SK
SAPD yang ada di Pejabat Penatausahaan Keuangan Da

Gambaran umum SAPD adalah sebagai berikut.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (S

Gambar 3.1
ntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

ang bersumber dari APBD. Sistem tersebut dapat dilakukan
anual atau menggunakan aplikasi komputer, didokumentasikan
dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan
ditambah dengan buku besar pembantu.

SAPD merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan
dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk
mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan

16 Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah



kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan
menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku
jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

Gambaran penerapan SAPD pada siklus akuntansi adalah sebagai
berikut.
Penerapan SAPD pada Siklus Akuntansi

Identifikasi Posting/
Transaksi Klasifikasi

Alat:
Kode Rekening
(BUKU BESAR)

Laporan

Alat:
JURNAL

SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik a
identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku

Dari gambaran tersebut, wa alat untuk menggambarkan
siklus akuntansi a unakan alat jurnal untuk transaksi,
kode rekening ( r untuk proses) serta neraca saldo untuk
penyusunan

. SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Siklus akuntansi merupakan tahapan/langkah yang harus dilalui dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
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Siklus akuntansi mempunyai 8 tahapan/langkah, vyaitu.

1. Pencatatan jurnal anggaran dan saldo awal di buku jurnal.
Analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal.
Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual,
maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri 64
tahun 2013 mengenai bagan akun standar (BAS), yaitu dituliskan
kode dan nama akun detail sampai level 5 vyaitu rincian objek.
Penjurnalan dibedakan menjadi 2:
a. Jurnal finansial.
Seluruh transaksi dicatat/dibuat jurnal finansialnya dala
jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awa
2-kewajiban, 3-ekuitas serta 8-pendapatan LO,
b. Jurnal anggaran:
Jika transaksi melibatkan akun dengan kod
LRA, 5-belanja, 6-transfer, dan 7-pem
secara tunai/melibatkan kas, maka s
finansial juga mencatat jurnal a

aan d
in m

atat jurnal

arus kas (LAK)
an jurnal penutup di buku jurnal.
Penyusunan neraca saldo setelah penutupan.

Adapun penjelasan dan urutan langkah-langkah penyusunan laporan
euangan adalah sebagai berikut.
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1. Pencatatan Jurnal Anggaran di Buku Jurnal

Pencatatan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pencatatan
jurnal anggaran di buku jurnal berdasarkan dokumen DPA SKPD/PPKD.

a. Jurnal anggaran PPKD

Tanggal Kode Akun Nama Akun Ref Debit Kredit
01/01/2014 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan A XXX
3.1.2.02.01 Estimasi Penerimaan A XXX

Pembiayaan

3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja

3.1.2.04.01 Apropriasi Pengeluaran
belanja

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

b. Jurnal anggaran SKPD

Tanggal Kode Nama Akun Ref Debit Kredit

01/01/2014 3.1.2.01.01 Estimasi A XXX
3.1.2.05.01 i an SAL A XXX
3.1.2.03.01 A XXX

gan Akun Standar (BAS), yaitu dituliskan kode dan nama akun
detil sampai level 5 yaitu rincian objek.

Penjurnalan dibedakan menjadi 2, vyaitu:

1) Jurnal finansial

Seluruh transaksi dicatat/dibuat jurnal finansialnya dalam buku
jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1-aset,
2-kewajiban, 3-ekuitas serta 8-pendapatan LO, dan 9-beban.

Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah 19



Contoh jurnal finansial SKPD:
a) Contoh jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan.

Tanggal Kode Akun Nama Akun Ref Debit Kredit
08/08/2014 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan F xxx
8.1.2.01.01 PelayananKesehatandiPuskesmas- F XXX
LO

b) Contoh jurnal untuk mencatat beban.

Tanggal Kode Akun Nama Akun Ref Debit Kred

07/07/2014 9.1.2.25.03 HonorariumtenagaAhli/Instruktur/ F  xxx

Narasumber
9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat tulis kantor F  xx

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

c) Contoh jurnal untuk mencatat pembeli

Tanggal Kode Akun Nama Akun Kredit

04/04/2014 1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermo XXX

Perorangan
3.1.3.01.01 RK PPKD

XXX

2) Jurnal anggaran

Jika transaksi melibatk engan kode awal
j r dan 7-pembiayaan dan
as, maka selain mencatat

jurnal anggaran.

mencatat penerimaan pendapatan

Nama Akun Ref Debit Kredit
01 Estimasi Perubahan SAL A xxx
:01.01 Pelayanan Kesehatan di A XXX

Puskesmas-LRA

toh jurnal untuk mencatat beban.

nggal Kode Akun Nama Akun Ref Debit Kredit

07/07/2014 5.1.2.24.01 Honorarium tenaga Ahli/ A XXX
Instruktur/ Narasumber

07/07/2014 5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor A xxx

07/07/2014 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL XXX
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c) Contoh jurnal untuk mencatat pembelian aset secara LS.

Tanggal Kode Akun Kode Nama Akun Ref Debit Kredit
07/07/2014 5.2.2.04.01 Belanja Modal Pengadaan A xxx
Kendaraan Dinas bermotor
perorangan
07/07/2014 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL XXX

3. Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal

Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi di atas adalah me
penyesuaian. Jurnal penyesuaian perlu dibuat untuk upd
agar memenuhi konsep matching cost against reven
yang sesuai antara pendapatan dan beban dalam sa
dan karena menganut basis akrual. Hal ini u n bahwa
pendapatan diakui pada periode/saat diper an itu dan
beban diakui pada periode/saat terjadiny

Penyesuaian memungkinkan untuk melaporkangosisi aset, kewajiban,
dan ekuitas di neraca pada ta untuk melaporkan
jumlah surplus atau defisit ya i laporan operasional. Neraca
saldo di atas mungkin bel ta laporan keuangan yang

ena alasan kepraktisan.
berlalunya waktu, seperti berkurangnya

PLN belum diterima.

an demikian, jurnal penyesuaian disusun untuk tujuan-tujuan

elaporkan semua pendapatan (revenues) yang diperoleh (earned)
selama periode akuntansi.

Melaporkan semua belanja atau beban yang terjadi selama periode
akuntansi.

c. Melaporkan dengan akurat nilai aset pada tanggal neraca.
Melaporkan secara akurat kewajiban pada tanggal neraca.
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Jurnal penyesuaian hanya dilakukan dengan membuat jurnal
finansial saja sebagai implementasi basis akrual.

Contoh jurnal penyesuaian:

Tanggal Kode Akun Nama Akun Ref Debit Kredit
31/12/2014 1.1.7.01.01 Persediaan alat tulis kantor F xxx
9.1.2.01.01 Beban persediaan alat tulis kantor F XXX
31/12/2014 9.1.7.01.04 Beban penyusutan alat angkutan darat F xxx
bermotor
1.3.7.01.04 Akumulasi penyusutan alat angkutan darat
bermotor

31/12/2014 9.1.2.03.03 Beban Jasa listrik
2.1.5.02.01 Utang Belanja Jasa

4. Posting ke Buku Besar

Buku besar (ledger) atau yang merupakan akun-akun
digunakan untuk mencatat secara te aset, ajiban, ekuitas,
ja, dan pembiayaan.

masing-masing akun y.
menerus kronologis

g dapat dilakukan secara terus
Inya penjurnalan, tetapi dapat juga

lah rupiah dalam buku jurnal ke buku besar
asing-masing ayat jurnal. Jumlah rupiah dalam

taupun kredit. Meskipun dijurnal lebih dari satu kali, buku besar
g akan menampung akun tersebut tetap hanya satu buku besar.
engan demikian, dalam buku besar akun X misalnya, akan terlihat
banyak transaksi untuk akun X jika di dalam jurnal akun X dijurnal/
dicatat berkali-kali.
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llustrasi proses posting sebagai berikut.

Buku Jurnal
Tanggal Nama Akun Ref Debit Kredit
04/04/2014  1.1.1.03.01KasdiBendaharaPengeluaran XXX
04/04/2014  3.1.3.01.01 RK PPKD XXX

Nama Akun : Kas di Bendahara Pengeluaran
Debit
Tanggal Nama Akun Del

Buku Besar
SKPD : Dinas .........
Kode Akun : 1.1.1.03.01 Q

aldo

G
XXX

D
01/01/2014 Saldo Awal
04/04/2014  Menerima UP XX XXX
SKPD : Dinas .........

Kode Akun : 3.1.2.01.01
Nama Akun : Kas di Bendah P aran
Debit
Tanggal Nam u Debit Kredit Saldo

01/01/2014 Saldo Aw.
04/04/2014  Men U XXX XXX

5. Pen £ Saldo setelah Penyesuaian

penyesuaian adalah daftar/kumpulan akun beserta

olom debit dan kolom kredit dihitung dan dituliskan di baris
g bawah untuk menunjukkan kesamaan saldo kolom debit/kredit.
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Contoh neraca saldo setelah penyesuaian:
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN
per Tanggal 31 Desember 2014

SKPD Dinas xxx

Saldo
Kode Akun Nama Akun Debit Kredit
1.1.3.02.01 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan XXX -
.7.01.01 Persediaan Alat Tulis kantor XXX -
1.11.04 Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa XXX -
2.04.01 Kendaraan dinas bermotor perorangan XXX -
3.01.01 Bangunan Gedung kantor

7.01.04 Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor
7o

1

1

1

3

3

S

S

.3.7.02.01 Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja
1.1.03.01 Utang PPh 21
1.1.04.01 Utang PPN Pusat
1.1.02.01 Utang Belanja Jasa
1.1.01.01 Ekuitas

1.2.05.01 Estimasi perubahan SAL

1.3.01.01 RK PPKD

1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA
1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/uang Representasi
1.1.01.02 Tunjangan keluarga
1.1.01.03 Tunjangan jabatan
1.1.01.04 Tunjangan fungsional
1.1.01.06 Tunjangan beras
1.1.01.07 Tunjangan PPh/tunjangan khusus
1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor

1 Honorarium tenaga ahli/narasu
2 Belanjamodalpengadaanke

] :

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m

.2.25.03 Hono ) g instruktur/narasumber
.7.01.04 Beban Pe lat Angkutan darat bermotor XXX -

SegLeeLeeLeRarNnT TR EREE N Sa R s

7.02.01 Bangunan Gedung tempat kerja XXX -
Ju XXX XXX
nyusuR, Laporan Keuangan
ri etelah neraca saldo setelah penyesuaian selesai dibuat,

anjutnya disusun laporan keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

aporan Realisasi Anggaran (LRA).
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL).
c. Laporan Operasional (LO).
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
e. Neraca.
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f. Laporan Arus Kas (LAK).
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Contoh proses penyusunan laporan keuangan.

a. Saldo Akun di neraca saldo setelah penyesuaian yang mempunyai
kode akun 3 digit depan yang sama dengan kode akun 3 digit
di laporan keuangan, dipindahkan ke laporan keuangan.

b. Apabila terdapat lebih dari satu akun yang mempunyai kod
dengan 3 digit depan sama, maka jumlah saldonya dipin
ke laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten XYZ

NERACA SALDO SETELAH PENYESU 2
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2
do

Kode Akun Nama Akun
it Kredit
1.1.7.01.01 1.1.1.03.01KasdiBendal geluaran XXX
04/04/2014 3.1.3.01.01 RK PPKD XXX
Pe ta ten XYZ
inas .......
RACA
P Desember 2014
Jumlah
Kode Aku ian
Tahun 2014 Tahun 2013
1 3 4
1 A
1.1. T LANCAR
1.1.1 Kas dan setara Kas XXX
1 Investasi Jangka Pendek

Piutang Pendapatan

Piutang lainnya

1.1.5 Penyisihan Piutang

1.1.6 Beban Dibayar di muka

1.1.7 Persediaan

1.1.8 Aset untuk dikonsolidasikan

11 Jumlah Aset lancar XXX
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7. Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Besar

a. Jurnal penutup dilakukan setelah neraca saldo setelah penyesuaian
dan LRA disusun. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua
akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam laporan
realisasi anggaran dan laporan operasional. Pada dasarnya jurnal
ini dibuat agar akun-akun sementara tersebut tidak muncul
sebagai saldo awal pada tahun berikutnya di buku besar. Hal ini
karena akun-akun tersebut memang dimaksudkan hanya untu

mengakumulasi transaksi selama satu periode saja.
gara

b. Jurnal penutup meliputi:
Debit Kredit

1) Jurnal penutup LRA
Yaitu untuk menutup saldo akun laporan reali
2) Jurnal penutup LO
Yaitu untuk menutup saldo akun lapor ra
Contoh jurnal penutup di SKPD.

Tanggal Kode Akun Nama Akun

31/12/2014 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja XXX
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan

3.1.2.01.01 Estimasi Pend

XXX

XXX

31/12/2014 4.1.2.01.01 Pelaya i Puskesmas-LRA XXX

XXX

ng representasi XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

unjangan PPh/khusus XXX

Belanja alat tulis kantor XXX
Honorarium Tenaga ahli/ Narasumber/ XXX
Instruktur

.1.2.04.01 Belanja modal pengadaan kendaraan XXX

dinas perorangan

12/2014 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL XXX
3.1.2.06.01 Surplus/Defisit - LRA XXX
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Contoh jurnal penutup LO :

Tanggal Kode Akun Nama Akun Ref Debit Kredit
31/12/2014 8.1.2.01.01 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LO XXX
3.1.2.06.01 Surplus/Defisit — LO XXX
9.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang representasi- LO XXX

9.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga- LO
9.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan - LO

9.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional- LO
9.1.1.01.06 Tunjangan Beras- LO

9.1.1.01.07 Tunjangan PPh/ khusus - LO
9.1.2.01.01 Belanja Persediaan alat tulis kantor
9.1.2.01.01 Beban Jasa Listrik

9.1.2.24.01 Honorarium Tenaga ahli/ Narasumbe
Instruktur

9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat angk
bermotor

9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedun XXX
tempat kerja

XXX

31/12/2014 3.1.1.01.01 Ekuitas XXX

3.1.1.02.01 Surplus/Defisit='LO XXX

Jurnal penutup i iposting ke buku besar. Setelah diposting,
saldo di bu} ut akan bernilai nol atau nihil. Dengan
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Contoh Neraca Saldo setelah Penutupan
Pemerintah Kabupaten XYZ
NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN
Per Tanggal 31 Desember 2014

SKPD : Dinas .........
Saldo
Kode Akun Nama Akun ref Debit  Kredit
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan - -
1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran - XXX
1.1.3.02.01 Piutang retribusi pelayanan kesehatan XXX -
1.1.7.01.01 Persediaan alat tulis kantor
1.3.2.04.01 Kendaraan dinas bermotor perorangan
1.3.7.01.04 Akumulasi penyusutan alat angkutan darat
bermotor
1.3.7.01.04  Akumulasi penyusutan bangunan gedung

tempat kerja
1.03.01 Utang PPh 21
.1.04.01 Utang PPN Pusat
.1.02.01 Utang Belanja Jasa
.1.02.01  Surplus/Defisit - LO
.2.06.01 Estimasi Perubahan SAL
.2.06.01  Surplus/Defisit - LRA
3.01.01 RK PPKD

WwWwwWwwWwhNN
oy Ry ey ey

llustrasi dari tahapan peny ah sebagai berikut.

SAPD

ueunsnAuay uedeye,

. Identifikasi Prosedur

. Menentukan pihak-pihak terkait

. Menentukan dokumen terkait

. Menentukan jurnal standar

. Menuangkannya dalam langkah teknis

U1 W N =

Gambar 3.3.
Tahapan Penyusunan SAPD.
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1. Identifikasi Prosedur

Tahapan penyusunan SAPD dimulai dari memahami proses bisnis pada
pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan
daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun SAPD mengidentifikasi
prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan Pihak-Pihak Terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-g
terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak
tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output

3. Menentukan Dokumen Terkait

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, gkah selanjutnya
adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen Yyang mengalir pada prosedur
sekaligus menentukan pihak-pihak fenggun men tersebut. Dari
semua dokumen tersebut dii i dokumen mana yang valid
untuk dijadikan sebagai doku pencatatan jurnal.

SAP dan kebij terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut
jurnal debet dan kredit yang akan digunakan

annya Dalam Langkah Teknis

ngk erakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah
eknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi
g menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi,
dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut
memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan
ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi
pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.
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BAGAN AKUN STAND
(BAS) PEMERINTAH

%

berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan
in pendapatan yang sah. Sementara belanja menurut UU. Nomor
Tahun 2003 baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat
pemerintah daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.
Pada saat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/D pemerintah

pusat/daerah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA,
Neraca, LAK, dan CaLK.
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Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan
ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi
untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta
pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran
tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD
dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran
sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Untuk itu disusun suatu klasifikasi belanja nega
yang mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2003 dan menyes
dengan Government Finance Statistics (GFS) Manual 2001 yan
dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negar;
(best practices). Klasifikasi belanja negara/belanja daera
dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, progr

Dari pelaksanaan anggaran ini pe
dan menyampaikan laporan keu upa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca dan Catatan a angan. Laporan Realisasi

mping itu, Bendahara Umum
oran Arus Kas. Pembaharuan dalam

g disajikan di neraca. Demikian juga pos-pos
Anggaran sebagai alat pertanggungjawaban

menuhi amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tersebut,
u dibuat bagan akun standar (BAS) sebagai pedoman
enyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,
nggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah. BAS yang
ektif harus dapat mengakomodasi hal-hal sebagai berikut.

1. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan laporan manajerial.
2. Merupakan jantung dari sistem di mana seluruh modul dan
interface mengalir.
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3. Menyediakan landasan yang cukup untuk pengembangan lebih jauh
dan penyimpanan yang memadai atas informasi historis maupun
saat ini.

4. Mendukung disiplin anggaran melalui pengaturan klasifikasi anggaran
dan ‘framing’ kepada struktur pelaporan.

5. Membantu proses pengambilan keputusan yang efektif.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya BAS bagi pemerintah daerah adalah:

1. Menyeragamkan pencatatan klasifikasi transaksi eluruh

SKPD maupun PPKD.
Memudahkan dan mempercepat proses

. KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN

Klasifikasi anggaran dan pelaporan berdasarkan organisasi.
Klasifikasi anggaran dan pelaporan berdasarkan organisasi di tingkat
pemerintah daerah disusun berdasarkan struktur organisasi Satuan
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Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran. Klasifikasi ini juga tidak bersifat permanen
dan akan disesuaikan dengan perubahan susunan SKPD.

2. Klasifikasi anggaran dan pelaporan berdasarkan fungsi dan urusan
Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
nasional. Untuk pemerintah daerah, pembagian ini didasarkan
pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana amanat UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan U
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Klasifikasi anggaran dan pelaporan berdasarkan eke
belanja)

Klasifikasi berdasarkan ekonomi menekankan kep
beban. Jenis belanja menurut Penjelasan
2003 terdiri dari belanja pegawai, belanja b
belanja bunga, belanja subsidi, belanja
belanja lain-lain, dan transfer. Se
PSAP 02 Lampiran | PP Nomor 2010 tentang Standar

UMUM BAGAN AKUN STANDAR AKUNTANSI
IS AKRUAL

rkan Integrated Financial Management in Least Developed
untries, pendekatan pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh
apat digambarkan dengan adanya proses bisnis dan siklus yang saling
terhubung dan terkait satu sama lain. Siklus tersebut dimulai dari
tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi
dan pelaporan serta audit. Dari tahapan-tahapan tersebut dijabarkan
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dalam prosedur dan kewenangan yang menghubungkannya. Untuk
menjamin terintegrasinya sistem dan penahapan tersebut diperlukan
adanya komunikasi data di antaranya untuk memastikan konsistensi
dan tidak terjadinya pengulangan. Integrasi ini seharusnya didukung
dengan kemajuan teknologi informasi.

Pengelolaan keuangan negara yang baik memerlukan adanya
suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam Bagan A
Standar (Chart of Accounts). BAS antara lain mencakup kode perkira
buku besar akuntansi. Kode perkiraan tersebut terdiri dari k
akun nominal dan akun riil secara lengkap. Kumpulan a ebu
digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, nerac raca
percobaan, dan laporan keuangan.

BAS merupakan tools untuk menyinkronkan

sejak terjadinya proses perencanaan da
terpenuhi. Mengingat pentingnyaperan

diperlukan standardisasi kode ak i n dicapai keseragaman
dalam pemakaiannya.

Berdasarkan hal-hal
sedemikian rupa sehingga ngsi secara efektif. Untuk itu,
agar memenuhi hal-hal sebagai berikut.

mbinasi yang tepat antara orang, proses, dan teknologi.

juan pembakuan kode perkiraan akuntansi adalah mengakomodasi
ses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja
sedemikian rupa agar diperoleh:

1. Perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
dilakukan secara proporsional, transparan, dan profesional.

2. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara lebih
akuntabel.
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3. Laporan Keuangan mengakomodasi secara baik pengendalian
anggaran, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan

dalam laporan keuangan.

§®
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BAB V

BAGAN AKUN ASET

pat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-
gan. Aset diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
um dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.
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B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN

ASET

klasifikasi akun aset dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode
.0.0.00.00
.1.0.00.00
.1.1.00.00
.1.2.00.00
.1.3.00.00
.1.4.00.00
.1.5.00.00
.1.6.00.00
.1.7.00.00
.9.9.00.00
.2.0.00.00
.2.1.00.00
.2.2.00.00
.3.0.00.00
.3.2.00.00
.3.3.00.00
.3.4.00.00
.3.5.00.00
.3.6.00.00
.3.7.00.00
.4.0.00.00

B Y S S Y S G . T T T S S S e S S G Gy
. .
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Uraian Akun
Aset
Aset lancar
Kas
Investasi jangka pendek
Piutang pendapatan
Piutang Lainnya
Penyisihan piutang

Beban dibayar di muka

Persediaan

q
o

Aset untuk dikonsolidasikan
Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang non-perman
Investasi jangka panjang en
Aset tetap
Peralatan dan mesi
Gedung dan bangu

Jalan, irigasi

Aset tidak berwujud

Aset lain-lain
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Kodifikasi
1
11

111

112

113

114

116

Uraian Akun
Aset

Aset lancar

Merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas

Digunakanuntukmencatatkasyangdimilikipemerintahd
yang mencakup antara lain: kas di kas daerah, kas di be
penerimaan, kas di bendahara pengeluaran dan kasdi

Investasi jangka pendek

Digunakanuntukmencatatinvestasiyangdila
daerah yang berjangka waktu lebih dari
dua belas bulan yang bertujuan dalam
kas, yang artinya pemerintah daera

dalam obligasi.

Piutang pendapatan

digunakan untuk m
dimiliki pemerint
retribusi, piut
dipisahkan, pi
pusat — lain

iutang akan pendapatan yang
taralain: piutang pajak, piutang
laan kekayaan daerah yang
Dyangsah.Transferpemerintah
sfer pemerintah daerah, piutang

g dan bagian lancar pinjaman jangka panjang kepada
lainnya.

yisihan piutang

Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang dibentuk
sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait
kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Penyisihan piutang
mencakup antara lain penyisihan piutang pendapatan dan
penyisihan piutang lainnya.

Beban dibayar di muka

Digunakanuntukmencatatpengeluaranyangtelahdibayarkan
terlebih dahulu di mana pengeluaran tersebut belum menjadi
beban pada tahun anggaran berjalan.

Bagan Akun Aset 39



40

117

199

12

121

122

13

Persediaan

Digunakan untuk mencatat persediaan yang dimiliki oleh

pemerintah daerah, termasuk di dalamnya persediaan untuk
diserahkan ke masyarakat dan/atau pihak ketiga. Persediaan
mencakup antara lain: persediaan alat tulis kantor, persediaan
alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos,
persediaanbahanbakardanpersediaanbahanmakananpokok.

Aset untuk dikonsolidasikan

Digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk
kepentingan konsolidasi, yang mencakup antaralain RK SKPD.

Investasi Jangka Panjang

Merupakanasetnon-lancarberupainvestasiyangdiadakand

Investasi jangka panjang non-permanen

Digunakan untuk mencatat investasi jang
dimaksudkanuntukdimilikisecaratidak
jangkapanjangnon-permanenmenca
jangkapanjangkepadaentitaslainnya,
investasi dalam proyek pembanguna
investasi non-permanen lain

Investasi jangka panjang

Digunakan untuk menc
dimaksudkan untu erkelanjutan. Investasi
jangka panjang pe p antara lain penyertaan
modal pemeri vestasi permanen lainnya.

empunyai manfaat ekonomi lebih dari
n dipergunakan untuk operasional

Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin yang
mencakup: alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor,
alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan
di air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-
alat angkutan udara, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan
pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan
kantor, komputer, meubel air, peralatan dapur, penghias
ruangan rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi,
alat-alatukur, alat-alatkedokteran, alat-alatlaboratorium, alat-
alat persenjataan/keamanan.
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133 Gedung dan bangunan

Digunakan untuk mencatat gedung dan bangunan milik
pemerintah daerah yang mencakup: gedung kantor, gedung
rumahjabatan, gedungrumahdinas, gedunggudang,bangunan
monumen, tugu peringatan.

134 Jalan, irigasi dan jaringan
Digunakan untuk mencatat jalan, irigasi dan jaringan yang

mencakup: jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jala
taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon.

135 Aset tetap lainya
Digunakanuntukmencatatkepemilikanasettetap| ang
mencakup: buku dan kepustakaan, barang ber @ ian

dan kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman.

136 Konstruksi dalam pengerjaan

amproses

Digunakanuntukmencatatasettetap yangsedangd
keuangan belum

pembangunan tetapi pada tangg
selesai seluruhnya.

137 Akumulasi penyusutan

Digunakan untuk mencatat ak nyusutan aset tetap

14

141

memerlukandanayangrelatifbesaryangtidak
i dalam satu tahun anggaran.

15

pakan kelompokasetyangtidaktermasuk dalamkategori-
egori aset sebelumnya.

Tagihan jangka panjang
Digunakanuntukmencatattagihanjangkapanjangpemerintah

yang mencakuptagihan penjualan angsurandantuntutan ganti
rugi.

152 Kemitraan dengan pihak ketiga

Digunakanuntukmencatatkemitraandenganpihakketigayang
mencakup: bangun guna serah (build, operate and transfer/
BOT) Bangun serah guna (build, transfer and operate/BTO) dan
kerja sama operasi (KSO).
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153 Aset tidak berwujud

Digunakan untuk mencatat aset tidak berwujud yang
mencakup antara lain goodwill, lisensi dan franchise, hak
cipta, paten dan aset tidak berwujud lainnya.

154 Aset lain-lain

Digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat

Berikut ini kode dan uraian akun Aset yang lengkap.

dikelompokkan ke dalam kategori sebelumnya.
C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) ASET SESU 4
PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013

Kode Akun Uraian Ak

1 ASET

ASET LANCA

1T 1 1 01

Bendahara Penerimaan

as'di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BLUD
Kas di BLUD

Kas Lainnya

Kas Lainnya

1 1 1 06 Setara Kas
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1 1 1 06 01 Setara Kas ...

I IR 2 Investasi Jangka Pendek

]2 01 Investasi dalam Saham
1 1 2 01 01 Investasi dalam Saham ....
1 1 2 01 02 Dst ............

1 1 2 02 Investasi dalam Deposito L
1 1 2 02 01 Deposito Jangka Pendek
1 1 2 03 Investasi dalam SUN O

1 1 2 03 01 Investasi dalam SUN

1 1 2 04 Investasi dalam S
1 1 2 04 01 Investasi dalam SB
1 1 2 05
1 1 2 05

1 1 2 06
1 1 2 06

i Jangka Pendek BLUD
vestasi Jangka Pendek BLUD

nvestasi Jangka Pendek Lainnya

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Piutang Pajak Air Permukaan

01 05 Piutang Pajak Rokok

01 06 Piutang Pajak Hotel

01 07 Piutang Pajak Restoran

— | e -
[E PEUN I TN I
Ww W W W W W w W
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3
3
3
3
3

01
01
01
01
01
01
01
01

01

02
02
02

02

02

02

02

02
02

08
09
10
11
12
13
14
15

16

01
02

03

04

18
19

Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan

Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah da
Bangunan

Piutang Retribusi
Piutang Retribusi Pelayanan

Piutang Retribusi Pelayan
Kebersihan

Piutang Retribusi Pengga
Tanda Penduduk

Piutang Retri
Pengabuan

ayanan Pasar

i Pengujian Kendaraan Bermotor

iutangRetribusiPenyediaandan/atauPenyedotan
akus

Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan

Piutang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Piutang Retribusi Tempat Pelelangan

Piutang Retribusi Terminal

Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
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1 1 3 02 20 Piutang Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/ Villa

1 1 3 02 21  Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1 1 3 02 22  Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
1 1 3 02 23  Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1 1 3 02 24  Piutang Retribusi Penyeberangan Air
1 1 3 02 25  PiutangRetribusiPenjualanProduksiUsahaDaer
1 1 3 02 26 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Banguna
1 1 3 02 27  PiutangRetribusilzin TempatPenjualan Mi
Beralkohol
1 1 3 02 28 Piutang Retribusi Izin Gangguan
1 1 3 02 29 Piutang Retribusi Izin Trayek
1 1 3 02 30 Piutang Retribusi Izin Perik
1 1 3 02 31 Piutang Retribusi Peng
1 1 3 02 32
g (IMTA)
1 1 3 03 kayaan Daerah yang
1 1 3 03 01 ba atas penyertaan modal pada

ilik Pemerintah/BUMN

agian Laba atas penyertaan modal pada
rusahaan Milik Swasta

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Jasa Giro

Piutang Bunga deposito

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar
Rupiah

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan

Piutang Denda Pajak
Piutang Denda Retribusi
04 08 Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan

1
1
1
1

Ul P = =
w w W W

04 09 Piutang dari Pengembalian
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w

w

w w W w

04 10
04 11
04 12
04 13
04 14
04 15
04 16
04 17
05

05 01
05 02
05 03
06

06 01
06 02
07

07

01
02

02

Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan

Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan
Piutang Zakat *

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Piutang BLUD

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak
Dipisahkan

Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-D,
Perimbangan

Piutang Bagi Hasil Pajak

PiutangBagiHasil BukanPaj am

erintah Daerah Lainnya

r Bagi Hasil Pajak Daerah

Piutang Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang .......

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
kepada Entitas Lainnya
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02

02

02

02

02

03
03

03

03

04
04

01

01

02

03

04

05

01

02

03

07

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan

Usaha Milik Negara

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan

Usaha Milik Daerah

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada
Pemerintah

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada
Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Bagian Lancar Tagihan Pen
Penjualan Kendaraan Pgror

Bagian lancar Tuntutan G

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Retribusi

Kerugian Daerah

ti Kerugian Daerah

Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat -

Dana Perimbangan

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya

Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
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01

02
02
02

02

02
02
02

01
01

08

01
02

03

04
05
06

01

01
02

Penyisihan Piutang Lainnya
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan JangkaPanjang

PenyisihanBagianLancarTagihanPinjamanjangka
Panjang kepada Entitas Lainnya

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Angsuran

PenyisihanBagianlancar Tuntutan GantiKerugia

Penyisihan Uang Muka

Beban Dibayar Di muka

Beban Pegawai Dibayar a
Beban Gaji dan Tunjangan DibayafiDi muka
n P

Beban Tambahan Pengha ibayar Di

Beban Pemeliharaan Dibayar Di muka

Beban Pemeliharaan Dibayar Di muka

Beban Lainnya

Beban Lainnya ......

Persediaan

Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah



O Gy

R G G G —y

S Y g Gy

P —Y

P Ty

g S o Gy

01
01
01
01

N N N N

01
01
01
01

N N N N

02
02

N N N N N N NN

01
02
03

04

05

06
07
08
09

Persediaan Bahan Pakai Habis
Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Dokumen/Administrasi Tender

PersediaanAlatListrikdanelektronik (lampupijar,

battery kering)

Persediaan Perangko, materai dan benda pos
lainnya

Persediaan Peralatan kebersihan dan bah

pembersih

Persediaan Bahan Bakar Minyak/G
Persediaan Isi tabung pemada ba
Persediaan Isi tabung gas

Dst...........

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Bahan baku banglinan

ersediaan Barang Yang Akan Diberikan
Kepada Pihak Ketiga

Aset Untuk Dikonsolidasikan

RK SKPD

RK SKPD.............

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non-Permanen
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211 01
21 01
1 2 1 01
1 2 1 01

1T 2 1 02

1 2 1 03
1 2 1 03
1 2 1 03

1 2 1 04
1 2 1 04

1 2 1
1 1
1 1
1 1
1 2 1
1 1
1 1
1 2

1 2 02

1 2 02

1 2 02
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01
02
03
04

01
02

01
02

01

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah

Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Obligasi ......
Dst........... ;

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi dalam Proyek Pembangu

Dana Bergulir

Dana Bergulir ......

nvestasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Penyertaan Modal Kepada BUMN
Penyertaan Modal Kepada BUMD

Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik
Swasta
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(1N IS I 01
1 3 1 01
1 3 1 01
1 3 1 01
1 3 1 01
1 3 1 02
1 3 1 02
1 3 1 02
1 3 1 02
1 3 1

1T 3 1 06
1 3 1 06

01
02
03
04

01
02
03

02
03
04
05
06

01
02

ASET TETAP

Tanah

Tanah Perkampungan

Tanah Kampung
Tanah Emplasmen
Tanah Kuburan

Tanah Pertanian
Tanah Sawah Satu Tahun D
Tanah Tegalan

Tanah Ladang

Hutan Lebat
Hutan Belukar

Hutan Tanaman Jenis

Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa

Hutan Untuk Penggunaan Khusus

Kolam lkan
Tambak

Air Tawar

Bagan Akun Aset

51



(L IS I Al 07
1 3 1 07

1 3 1 08
1 3 1 08
1 3 1 08

1 3 1 09
1 3 1 09
1 3 1 09

1 3 1 10

1 3 1 10

1 3 1 10

1 3 1 11

1 1 11
1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3 1

1 3

1
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03

01
02

01
02

01
02

01
02

01

Danau/Rawa
Danau

Rawa

Tanah Tandus/Rusak

Tanah Tandus

Tanah Rusak 4
Alang-alang dan Padang Rumput

Alang-alang

Padang Rumput

Tanah Pengguna Lain

Tanah Pengguna Lain.....

Tanah Untuk'Ban edung

n Per an/Gedung Tempat

angunan Gedung Perdagangan/

anah Peternakan
Tanah Bangunan Pengairan
Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan

Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst

Tanah Pertambangan

Pertambangan ......

Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
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13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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01
01
01
01
01
01

02
02
02

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

01
02
03
04
05

Tanah Lapangan Olahraga
Tanah Lapangan Parkir

Tanah Lapangan Penimbun Barang

Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam

Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
Tanah Lapangan Terbang

Tanah Untuk Bangunan Jalan
Tanah Untuk Bangunan Air
Tanah Untuk Bangunan Instalasi
Tanah Untuk Bangunan Jaringan

Tanah Untuk Bangunan Bersejarah

Peralatan dan Me

Alat-Al r.Darat

Tract

al Equipment
ompacting Equipment
Aggregate $ Concrete Equipment
Loader

Alat Pengangkat

Mesin Proses

Alat-Alat Besar Apung
Dredger

Floating Excavator
Amphibi Dredger
Kapal Tarik

Mesin Proses Apung
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1 3 2 03
1 3 2 03
1 3 2 03
1 3 2 03
1 3 2 03
1 3 2 03
1 3 2 03
1 3 2 03
1 3 2 03
1 3 2 03
1 3 2 04
1 3 2 04
1 3 2 04
1 3 2 04
1 3 2 04
1 3 2 04
1 3 2 04
1 3 2 04
1 3 2 05
1 3 2

1 3 2

1 3
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06

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Alat-alat Bantu

Alat Penarik

Feeder

Compressor

Electric Generating Set

Pompa

Mesin Bor

Unit Pemeliharaan Lapangan

Alat Pengolahan Air Kotor

Pembangkit Uap Air Panas/SmtemO
Dst.......

Alat Angkutan Darat Ber

Kendaraan Dinas Bermotor Peror.
Kendaraan Berm
Kendaraan B

Kendaraan

aan Bermotor Angkutan Barang
endaraan Tak Bermotor Berpenumpang

endaraan Tak Bermotor Khusus

Alat Angkut Apung Bermotor

Alat Angkut Apung Bermotor Barang
Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
Alat Angkut Apung Bermotor Khusus

Alat Angkut Apung Tak Bermotor

Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
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1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara
1 3 2 08 01 Pesawat Terbang

Peralatan Tukang Kayu
Peralatan Tukang Kulit

1 3 08 02 Dst.........

1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin

1 3 2 09 01  PerkakasKonstruksiLogamTerpasangpadapond
1 3 2 09 02 Perkakas Konstruksi Logam yang Berpinda
1 3 2 09 03  Perkakas Bengkel Listrik

1 3 2 09 04  Perkakas Bengkel Servis

1 3 2 09 05 Perkakas Pengangkat Bermesin

1 3 2 09 06 Perkakas Bengkel Kayu

1 3 2 09 07 Perkakas Bengkel Khusus

1 3 2 09 08 Peralatan Las

1 3 2 09 09 Perkakas Pabrik Es

3]z 09 10 Dst.........

1 3 2 10 Alat B k Bermesin

1 3 2 10 01 Perkakas B Konstruksi Logam
1 3 2 10 02 Ben istrik

1 3 2 10 el Servis

1 3 2 10 Pengangkat

1 3 2 10 rkakas Standar (Standard Tool)

1 3 2 akas Khusus (Special Tool)

1 3 erkakas Bengkel Kerja

1 3 Peralatan Tukang-tukang Besi

1

1

1

Peralatan Ukur, Gip & Feting

Alat Ukur
01  Alat Ukur universal
02  Alat Ukur/Test Intelegensia
11 03  Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
11 04  Alat Ukur /Test Klinis Lain
11 05 Alat Kalibrasi

3
3
3
3
3
3

S P P = =
N NN NDNDN
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Oscilloscope

Universal Tester

Alat Ukur/Pembanding

Alat Ukur Lainnya

Alat Timbangan/Blora

Anak Timbangan/Biasa
Takaran Kering

Takaran Bahan Bangunan 2 HL
Takaran Latex/Getah Susu

Gelas Takar Berbagai Kapasitas

Alat Pengolahan
Alat Pengolahan Tanah dan
Alat Panen/Pengolahan
Alat-Alat Peternakan

Pertanian

iharaan Tanaman/Alat Penyimpan
eliharaan Tanaman

lat Panen

Alat Penyimpanan

Alat Laboratorium

Alat Penangkap lkan

Alat Kantor

Mesin Tik

Mesin Hitung/Jumlah

Alat Reproduksi (Pengganda)

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Alat Kantor Lainnya
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06

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03
04
05
06
07

03
04
05

Alat Rumah Tangga

Meubelair

Alat Pengukur Waktu

Alat Pembersih

Alat Pendingin

Alat Dapur

Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us

Alat Pemadam Kebakaran

Komputer
Komputer Unit/Jarin
Personal Kompute
Peralatan Komput

Peralatan

n Kursi Kerja/Rapat Pejabat
eja Kerja Pejabat

a Rapat Pejabat

ursi Kerja Pejabat

Kursi Rapat Pejabat

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

Lemari dan Arsip Pejabat

Alat Studio

Peralatan Studio Visual

Peralatan Studio Video dan Film
Peralatan Studio Video dan Film A
Peralatan Cetak

Peralatan Computing
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18
18

19
19
19
19
19
19
19
19
19

06
07

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02

21
22
23

Peralatan Pemetaan Ukur

Alat Komunikasi

Alat Komunikasi Telepon

Alat Komunikasi Radio SSB
Alat Komunikasi Radio HF/FM
Alat Komunikasi Radio VHF
Alat Komunikasi Radio UHF
Alat Komunikasi Sosial
Alat-alat Sandi

Peralatan Pemancar

Peralatan Pemancar MF/

Peralatan Pemancar HF/

Peralatan Peman

eralatan Translator UHF/UHF
eralatan Translator VHF/UHF
Peralatan Translator UHF/VHF
Peralatan Microwave FPU
Peralatan Microwave Teresterial
Peralatan Microwave TVRO
Peralatan Dummy Load
Switcher Antena
Switcher/Menara Antena
Feeder

Humidity Control

Program Input Equipment
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1 3 2 20 24  Peralatan Antena Penerima VHF

21 Alat Kedokteran
21 01 Alat Kedokteran Umum
21 02 Alat Kedokteran Gigi

21 03 Alat Kedokteran Keluarga Berencana
21 04 Alat Kedokteran Mata

21 05 Alat Kedokteran T.H.T

21 06 Alat Rontgen

21 07  Alat Farmasi

21 08 Alat Kedokteran Bedah

21 09 AlatKesehatanKebidananda
21 10  Alat Kedokteran Bagi
21 11 Mortuary

21 12  Alat Kesehatan An
21 13
21 14
21 15
21 16
21 17

gan

3 n
m

okteran Radiologi

lat Kedokteran Kulit dan Kelamin
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Kedokteran Gawat Darurat

lat Kedokteran Jiwa
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Alat Kedokteran Hewan
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Alat Kesehatan

01 Alat Kesehatan Perawatan

02 Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

03  Alat Kesehatan Matra Laut

04  Alat Kesehatan Matra Udara

05 Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
22 06 Alat Kesehatan Olahraga

22 07 Dst.........

2
2
2
2
2
2
2
2
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23
23
23
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23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Unit-Unit Laboratorium

Alat Laboratorium Kimia Air

Alat Laboratorium Microbiologi
Alat Laboratorium Hidro Kimia
Alat Laboratorium Model/Hidrolika

Alat Laboratorium Buatan/Geologi

Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia

Alat Laboratorium Mekanik Tanah & Batuan

Alat Laboratorium Cocok Tanam Q

Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
Alat Laboratorium Logam, Mesin Li
Alat Laboratorium Umum
Alat Laboratorium Umum
Alat Laboratorium Kedokteran

Alat Laboratorium Mikrobiologi

Alat Laboratoriu

lat'Laboratorium Farmasi

Alat Laboratorium Fisika

Alat Laboratorium Hidrodinamika

Alat Laboratorium Klimatologi

Alat Laboratorium Proses Peleburan

Alat Laboratorium Pasir

Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
Alat Laboratorium Metalography

Alat Laboratorium Proses Pengelasan

Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan

Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
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23 36 Alat Laboratorium Matrologi

23 37 Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
23 38 Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
23 39 Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
23 40  Alat Laboratorium Uji Tekstil

23 41  Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
23 42  Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Kar
23 43  Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan PI

23 44  Alat Laboratorium Uji Keramik

23 45  Alat Laboratorium Proses Teknologi
23 46  Alat Laboratorium Pertanian
23 47  Alat Laboratorium Pertanian
23
23
23

23
23
23
23
23
23

lat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
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Laboratorium Proses Industri

lat Laboratorium Kesehatan Kerja
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Laboratorium Kearsipan
Laboratorium Hematologi & Urinalisis

Laboratorium Hematologi & Urinalisis A

— e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Alat Laboratorium Lainnya

Alat Peraga/Praktik Sekolah
01 Bidang Studi : Bahasa Indonesia
02 Bidang Studi : Matematika
24 03 Bidang Studi : IPA Dasar
24 04 Bidang Studi : IPA Lanjutan
24 05 Bidang Studi : IPA Menengah

N N NN NN

3
1 3
1 3
1 3
1 3
1 3
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1 3 2 24 06
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1 3 2 24 10
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L IS T 2 24 13
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Bidang Studi :
Bidang Studi :
Bidang Studi
Bidang Studi :
Bidang Studi :
Bidang Studi
Bidang Studi :

Alat Peraga/Praktik Sekolah Bidang Pendidikan/

IPA Atas
IPS

: Agama Islam

Keterampilan

Kesenian

: Olahraga

PMP

Keterampilan Lain-lain

Unit Alat Laboratorium Kimia Nukli
Analytical instrument

Instrument Probe/Sensor
General Laboratory Tool
Instrument Probe/Sensor

Glassware Plastic/Utensil

ystem/Power Supply

easuring/Testing Device

Opto Electronics

Accelelator

Reactor Experimental System

Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan

Alat Ukur Fisika Kesehatan
Alat Kesehatan Kerja

Proteksi Lingkungan

Meteorological Equipment

54

Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah



1 3 2 27 05 Sumber Radiasi

1 3 2 28 Radiation Application and Non Destructive
Testing Laboratory

1 3 2 28 01 Radiation Application Equipment
1 3 2 28 02 Non Destructive Test (NDT) Device
1 3 2 28 03 Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
1 3 2 28 04  Peralatan Hidrologi
1 3 2 28 05 Dst.........
1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkunga
1 3 2 | 29 01  Alat laboratorium Kualitas
1 3 2 29 02 Alat Laboratorium Kua
1 3 2 29 03 Alat Laboratorium
1 3 2 29 04 Laboratorium Lin
1 3 2 29 05
1 3 2 29 06 Dst......
3 2 30 ium Hidrodinamika
3 2 30 01
3 2 30 enerator and Absorber
3 2 30 uistion and Analyzing System
3 2 tation Tunnel
3 2 verhead Cranes
3 Peralatan umum

Permesinan : Model Ship Workshop
Permesinan : Propeller Model Workshop
Permesinan : Mechanical Workshop

Permesinan : Precision Mechanical Workshop

g e S S S Y

Permesinan Painting Shop

30 12 Permesinan : Ship Model Preparation Shop
30 13 Permesinan : Electrical Workshop

MOB

30 15 Photo and Film Equipment
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w
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31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

32
32
32

33
33

01
01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

01
02

01

Senjata Api
Senjata Genggam
Senjata Pinggang
Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
Senapan Mesin

Mortir

Antilapis Baja

Artileri Medan (Armed)

Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
Peluru Kendali/Rudal
Kavaleri

Senjata Lain-lain

Persenjataan Non-Senjata
Alat Keamanan

Non Senjata Api

Amunisi
Amunisi Um

Amunisi

Alat Keamanan dan Perlindungan
Alat Bantu Keamanan

Alat Perlindungan

Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air

Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung Tempat Kerja

Bangunan Gedung Kantor

Bangunan Gudang
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01 03 Bangunan Gudang Untuk Bengkel
01 04 Bangunan Gedung Instalasi

01 05 Bangunan Gedung Laboratorium
01 06 Bangunan Kesehatan

01 07 Bangunan Oseanarium/Observatorium
o1 08 Bangunan Gedung Tempat Ibadah

01 09 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
o1 10 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
01 11 Bangunan Gedung Tempat Olahraga

01 12 Bangunan Gedung Pertokoan/Kope
01 13 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
01 14 Bangunan Gedung Garasi/Pg
01 15 Bangunan Gedung Pemoto
01 16  Bangunan Gedung P

o1 17  Bangunan Stasiun

01 18 Bangunan Kandang Hewan/Ternak

01 19

01 20

o1 21 Terminal/Pelabuhan/Bandar
01 22 jian Kelaikan

01 aga Pemasyarakatan

01 n Rumah Tahanan

01 ngunan Gedung Kramatorium
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gunan Pembakaran Bangkai Hewan
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angunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Rumah Negara Golongan |

Rumah Negara Golongan Il

Rumah Negara Golongan I
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
Asrama

Hotel

Motel

02 08 Flat/Rumah Susun

02 09 Dst........

3
3
3
3
3
3
3
3
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1 3 3 03

1 3 3 04
1 3 3 04
1 3 3 04
1 3 3 04
1 3 3 04
1 3 3 04
1 3 3 04
1 3 3 05
1 3 3 05
1 3 3 05
1 3 3 05
1 3 3 06
1 3 3 06
1 3 3 06
1 3 3 06
1 3 3
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01
02

03
04

01
02
03
04
05
06

01
02

Bangunan Menara
Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai

Bangunan Perambutan Penerangan Pantai Tidak
Bermenara

Bangunan Menara Telekomunikasi

Bangunan Bersejarah

Istana Peringatan

Rumah Adat 4
Rumah Peninggalan Sejarah

Makam Sejarah

Bangunan Tempat Ibadah BersejO

Tugu Peringatan

Tugu Kemerdekaa

Tugu Pemban

Tugu Pering Lai

onumen/Bangunan Bersejarah

angunan Bersejarah Lainnya
Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tugu/Tanda Batas

Rambu-Rambu
Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

Rambu Tidak Bersuar

Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah



10
10
10
10
10
10
10
10

= |l=]l=1=]—=]—=]|—=]—
w W W w w Ww w w
Ww W W W W W w W

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

[ (NEIN NN IR IR T T N e
W W W W W W w w w w
I T T - N

1 3 4 03
1 3 4 03

01
02
03
04
05
06
07

01
02
03
04
05
06
07

01
02

Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
Rumwey/Threshold Light

Visual Approach Slope Indicator (VASI)
Approach Light

Runway ldentification Light (Rells)
Signal

Flood Light

Jalan, Irigasi, dan Jaringan L
Jalan
Jalan Negara/Nasional

Jalan Provinsi

Jalan Kabupaten/K
Jalan Desa

Jalan Khus

Jalan T
Jalan Keret

sawat Terbang

mbatan

atan Negara/Nasional

embatan Provinsi

Jembatan Kabupaten/Kota

Jembatan Desa

Jembatan Khusus

Jembatan Pada Jalan Tol

Jembatan Pada Jalan Kereta Api

Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang

Jembatan Penyeberangan

Bangunan Air Irigasi
Bangunan Waduk

Bangunan Pengambilan Irigasi
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04
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03
04
05
06
07

01
02
03
04
05
06
07
08

Bangunan Pembawa Irigasi
Bangunan Pembuang Irigasi
Bangunan Pengaman Irigasi

Bangunan Pelengkap Irigasi

Bangunan Air Pasang Surut

Bangunan Waduk

Bangunan Pengambilan Pasang Surut
Bangunan Pembawa Pasang Surut Q

Bangunan Pembuang Pasang Surut

Bangunan Pengaman Pasang Suru
Bangunan Pelengkap Pasang Suru

Bangunan Sawah Pasang S

Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan
Bencana Alam

Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
Bangunan Pembuang Pengaman

Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai

Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
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1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air
Tanah

07 01 Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
07 02 BangunanPengambilanPengembanganSumberAir
07 03 Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
07 04 Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
07 05 BangunanPengamananPengembanganSumberAi
07 06 Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumbeg A
07 07 Dst......

SN U I O I e
w W W w w W Ww
S H A DA D A~ D

08 Bangunan Air Bersih/Baku
08 01  Waduk Air Bersih/Air Baku

a Air Kotor

k Air Kotor

an Pembuangan Air Kotor
n Pengaman Air Kotor

unan Pelengkap Air Kotor

Bangunan Air
Bangunan Air Laut

Bangunan Air Tawar

Instalasi Air Minum Bersih
Air Muka Tanah

Air Sumber /Mata Air

Air Tanah Dalam

Air Tanah Dangkal

Air Bersih/Air Baku Lainnya
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12 Instalasi Air Kotor
12 01 Instalasi Air Kotor
12 02 Instalasi Air Buangan Industri

12 03 Instalasi Air Buangan Pertanian

12 04 Dst......
1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan No
organik
1 3 4 13 01

[ U I O
w W W w w
S~ b H A~ Db

Instalasi Pengolahan Sampah Organik

1 3 4 13 02 Instalasi Pengolahan Sampah Non-

1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan B
1 3 4 14 01 Instalasi Pengolahan Bah angun

15
15
15
15
15
15
15
15

angkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

S R T T N

embangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)

e R N e T T T S S S S S
W W W W W Ww Ww w w w w

Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang
Samudra (PLTSm)

Instalasi Gardu Listrik

Instalasi Gardu Listrik Induk
Instalasi Gardu Listrik Distribusi
16 03 Instalasi Pusat Pengatur Listrik
16 04 Dst......

4
4
4
4
4

w W w w
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1 3 4 17 Instalasi Pertahanan
1 3 4 17 01 Instalasi Pertahanan Di Darat
1 3 4 17 02 Dst......

1 3 4 18 Instalasi Gas

1 3 4 18 01 Instalasi Gardu Gas
1 3 4 18 02 Instalasi Jaringan Pipa Gas
1 3 4 19 Instalasi Pengaman Q

1 3 4 19 01 Instalasi Pengaman Penangkal Peti

1 3 4 20 Jaringan Air Minum

1 3 4 20 01 Jaringan Pembawa

1 3 4 20 02 Jaringan Induk Distribusi

1 3 4 20 03 Jaringan Cabang D

1 3 4 20 Jaringa ngan ke rumah
1 3 4 20 Dst...

1 3 21

1 3 4 21 Transmisi

1 4 21 ringan Distribusi

aringan Telepon
Jaringan Telepon di atas Tanah
Jaringan Telepon di bawah Tanah

Jaringan Telepon di dalam Air

Jaringan Gas

Jaringan Pipa Gas Transmisi
Jaringan Pipa Distribusi
Jaringan Pipa Dinas

Jaringan BBM

1 3 5 Aset Tetap Lainnya
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5
5
5
5

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

02
02
02
02

04
04
04

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03

03
04
05

Buku
Umum
Filsafat
Agama

Ilmu Sosial
llmu Bahasa

Matematika & Pengetahuan alam

Ilmu Pengetahuan Praktis

Arsitektur, Kesenian, Olahraga

Geografi, Biografi, Sejarah

Doco000 O

Terbitan
Terbitan Berkala

Buku Laporan

Per,

Berkas Komputer (Computer Files)
Film Bergerak dan Rekaman Video

Tarscalt

Barang Bercorak Kebudayaan
Pahatan

Lukisan

Alat Kesenian

Alat Olahraga

Tanda Penghargaan
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05
05
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05
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06
06
06
06
06
06
06
06

1S, N, RNE, BN, RS, BN, N, RS |

07
07
07

[S2 N, RS, BN, |

6 01
6 01
6 01

06
07
08
09

01
02
03
04

01
02
03
04
05
06
07

01
02

Maket dan Foto Dokumen
Benda-benda Bersejarah

Barang Kerajinan

Alat Olahraga Lainnya

Senam

Alat Olahraga Air

Alat Olahraga Udara

Dst....... Q

Hewan

Binatang Ternak
Binatang Unggas
Binatang Melata
Binatang lkan
Hewan Kebun Binal
Hewa anan
Dst...

Perkebunan
naman Holtikultura
man Kehutanan
anaman Hias

Tanaman Obat dan Kosmetika

Aset Tetap Renovasi

Aset Tetap Renovasi .....

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan .......
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01
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01
01

01

01

01

01

01
01
01
01
01

01
01
01

01
02
03
04

05

06

07

08

09
10
11
12
13

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat
Bermotor

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bera
Bermotor

Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Ag
Bermotor

Akumulasi Penyusutan Alat Angk
Bermotor

Akumulasi Penyusutan Al
Udara

Akumulasi Penyusutan A Bermesin

impan Pertanian

usutan Alat Kantor

i Penyusutan Peralatan Komputer

lasiPenyusutanMejaDanKursiKerja/Rapat

Akumulasi Penyusutan Alat Studio

Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan
Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
AkumulasiPenyusutanAlatPeraga/PraktikSekolah

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium
Kimia Nuklir

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika
Nuklir / Elektronika
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02
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27

28

29

30

31
32

33

01

02

03
04
05

04
05
06

07

Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/

Proteksi Lingkungan

Akumulasi Penyusutan Radiation Application

and Non Destructive Testing Laboratory
(BATAM)

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium
Lingkungan Hidup

Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratoriu

Hidrodinamika

Akumulasi Penyusutan Senjata Api

Akumulasi Penyusutan Persenjataan
Api

Akumulasi Penyusutan Alat K
Perlindungan

jata

Akumulasi Penyusut ! angunan

AkumulasiPenyus Bang
Kerja

Akumulasi Penyusu

sutan Bangunan Menara
tan Bangunan Bersejarah
usutan Tugu Peringatan

asi Penyusutan Candi

si Penyusutan Monumen/Bangunan
ejarah

Gedung Tempat

nan Gedung Tempat

mulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu

Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu

Lalu Lintas Udara

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan
Akumulasi Penyusutan Jembatan

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi

AkumulasiPenyusutan Bangunan Air Pasang Surut

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa

AkumulasiPenyusutanBangunanPengamanSungai

dan Penanggulangan Bencana Alam

Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan

Sumber Air dan Air Tanah
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03
03
03
03

03
03

03

03
03

01

08
09
10
11

12
13

14

15
16

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air

Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air
Bersih

Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor

Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan
Sampah

AkumulasiPenyusutaninstalasiPengolahanBaha
Bangunan

AkumulasiPenyusutanInstalasiPembangki

Akumulasi Penyusutan Instalasi Gard

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Penjualan Angsuran

TagihanAngsuranPenjualanRumahDinasDaerah
Golongan Il

TagihanAngsuranPenjualanKendaraanPerorangan
Dinas
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1 5 2 02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

1 5 2 02 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Bendahara

1 5 2 02 02 TuntutanGantiKerugianDaerahTerhadapPegawai
Negeri Bukan Bendahara

1 5 2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud Lainnya
Software

Kajian

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1 5 3 06 01  Akumulasi Amortisasi Goodwill
1 5 3 06 02 Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise
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06
06
06

01
01

03
04
05

01

Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
Akumulasi Amortisasi Paten

AkumulasiAmortisasiAsetTidakBerwujudLainnya

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain............
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BAGAN AKUN KEWAJIB

tahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan
er pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan,
ntitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja
pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban
tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib
pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban
dengan pemberi jasa lainnya.
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B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN
KEWAJIBAN

Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek, jika:

a. diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setela
tanggal pelaporan.

b. jatuh tempo paling lama dalam jangka waktu dua bela @

setelah tanggal neraca.
c. diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu
akuntansi.
Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri utan ungan

pihak ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang,
pendapatan diterima di muka, utang beban dan ngka pendek
lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjan

Semua kewajiban selain n di atas harus diklasifikasikan

sebagai kewajiban jan

a. Utang lancar 3 : ian lancar utang jangka panjang,

) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance)
kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.

(c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian

pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan

kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum

laporan keuangan disetujui.
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2) Utang belanja adalah kewajiban membayar kepada pihak
ketiga atas pembelian barang/jasa yang telah diterima barang/
jasanya.

3) Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak
ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus
dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

4) Kewajiban kontingensi adalah:

(a) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa mas
dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadin
tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih
datang yang tidak sepenuhnya berada d
suatu entitas.

(b) Kewajiban kini yang timbul sebagail a
tetapi tidak diakui karena:
(1) Tidak terdapat kemungkin

entitas mengeluarkan sumber daya‘yang mengandung
manfaat ekonomis untuk ikan kewajibannya.

andal.

Kewajiban jangka p
negeri-sektor perbank egeri-obligasi, utang pemerintah
pusat, utang pem i, utang pemerintah kabupaten/kota
lain, utang luar

Berikut 4 icdari bagan akun kewajiban sebagaimana
dagri nomor 64 tahun 2013.

Nama Akun

Kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Di muka
2.1.5.00.00 Utang Beban

2.1.6.00.00 Utang Jangka Pendek Lainnya
2.2.0.00.00 Kewajiban Jangka Panjang
2.2.1.00.00 Utang Dalam Negeri

2.2.2.00.00 Utang Jangka Panjang Lainnya
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Uraian pengertian klasifikasi dari akun kewajiban secara lengkap
adalah sebagai berikut.

Kodifikasi Uraian Akun
2 Kewajiban
21 Kewajiban Jangka Pendek

Merupakankelompokkewajibanyangjatuhtempodalamwaktu
kurang dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Digunakan untuk mencatat utang yang disebabkan kedudu
pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pung
lainnyayangmencakupantaralain: Utang Taspen, Utan
Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, da
Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

212 Utang Bunga

Digunakan untuk mencatat Utang Bun
pemerintah daerah yang mencakup a
KepadaPemerintahPusat, UtangBung
Lainnya, Utang Bunga Kepada BUM
kepada Bank/Lembaga Keuan
dalam Negeri lainnya, dan

213
pemerintah daerah antara lain: Utang Bank,
Utang Obligasi erintah Pusat, Utang kepada
ngkepadaPemerintahKabupaten/

214

ntara lain: Setoran Kelebihan Pembayaran
Ill, Uang MukaPenjualan,dan Uang MukaLelang

nakanuntuk mencatatutangkarenabelumdibayarkannya
atubelanjaataskegiatanyangtelahselesaidilaksanakanoleh
pemerintah daerah. Utang Beban mencakup antara lain: Utang
Beban Pegawai, Utang Beban Barang, Utang Beban Bunga,
Utang Beban Subsidi, Utang Beban Hibah, Utang Beban Lain-
lain, dan Utang Beban Transfer.

216 Utang Jangka Pendek Lainnya

Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek yang tidak
termasuk dalam klasifikasi utang di atas.
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Kewajiban Jangka Panjang

Merupakankelompokkewajibanyangjatuhtemponyalebihdari
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

221 Utang Dalam Negeri

Digunakan untuk mencatat Utang Dalam Negeri pemerintah
daerahyangmencakup UtangdariSektorPerbankan, Utangdari
Lembaga, Keuangan Bukan Bank, Utang Obligasi, Utang darij
Pemerintah Pusat, Utang dari Pemerintah Daerah lainnya,
Premium (Diskonto) Obligasi.

223 Utang Luar Negeri

Digunakan untuk mencatat Utang Luar Negeri y. leh
pemerintah daerah.

224 Utang Jangka Panjang Lainnya
Digunakan untuk mencatat Utang Jangka P g yafig tidak

termasuk dalam klasifikasi di atas.

C. KODE BAGAN AKUN STA
SESUAI PERMENDAGR

Berikut ini adalah kode da
dengan Permendagri Nom
Akuntansi Pemerint

R ( WAJIBAN
R 64 TAHUN 2013

ajiban yang lengkap sesuai
13 tentang Penerapan Standar
Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kode Aku Uraian Akun

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Taspen
Utang Taspen

Utang luran Jaminan Kesehatan

Utang luran Jaminan Kesehatan

1 1 03 Utang PPh Pusat
1 1 03 01 UtangPPh 21
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2 1 1 03 02
2 1 1 03 03
2 1 1 03 04
2 1 1 03 05
2 1 1 04

1 1 04 01

1 1 05

1 1 05 01

1 1 06

1 1 06 01

1 1 07

1 1 07 01

1 1 07

1 1 08

1 1 08

1 1 08
2 1 2

1 2

04

84

Utang PPh 22
Utang PPh 23
Utang PPh 25

Utang PPN Pusat
Utang PPN Pusat

Utang Taperum

Utang Taperum

Utang luran Wajib Pegawai
Utang luran Wajib Pegawai

Utang Perhitungan Pihak
Utang Perhitungan Pihak

unga kepada Pemerintah

tang Bunga kepada Pemerintah

Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD
Utang Bunga Kepada BUMN
Utang Bunga Kepada BUMD

Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan
Bukan Bank
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1 04
1 04
1 05
1 05
1 2 05
1 2 06
1 2 06
1 06
2 1 3

N
—

01
02

01
02

01
02

02

Utang Bunga kepada Bank

Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan
Bank

Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya .......

Utang Bunga Luar Negeri

Utang Bunga Luar Negeri

Bagian Lancar Utang Jangk

Bagian Lancar Uta alam ektor
Perbankan

Bagian Lancar Utang Dal egeri Sektor
Perbanka

Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat ......

Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya

Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya

Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota

Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
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2 1 4
1 4 01
1 4 01
1 4 01
1 4 02
1 4 02

1 4 03
1 4 03
1 4 03
1 4 04
1 4 04
1 4 04
2 1 5
1 01

86

01
02

01

02

01
02

01
02

01

Pendapatan Diterima Di muka

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak 111

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihaklll........

UangMukaPenjualan Produk Pemda Dari Pihakl1l
UangMukaPenjualan Produk PemdaDariPiha

Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah

egawai
nja Gaji dan Tunjangan .......

tang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Jasa

Utang Belanja Pemeliharaan

Utang Belanja Perjalanan Dinas

Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Utang Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS

Utang Belanja Modal
Utang Belanja Modal Tanah
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03
03
03
03

04
04
04
04
04

05
05
05
05

06
06
06

02
03
04
05

01
02
03

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Utang Belanja Subsidi

Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
UtangBelanjaSubsidikepadaPihakKeti

endek Lainnya

tang Kelebihan Pembayaran PAD
g Kelebihan Pembayaran Pajak
tang Kelebihan Pembayaran Retribusi

Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan
Kekayaan daerah yang dipisahkan

Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang
sah

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

UtangKelebihanPembayaranTransferPemerintah
Pusat - Dana Perimbangan

UtangKelebihanPembayaran TransferPemerintah
Pusat Lainnya

UtangKelebihanPembayaranTransferPemerintah
Daerah Lainnya
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2 1 6 02 04 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan
Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya

2 1 6 03 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain
Pendapatan yang Sah

1 6 03 01 UtangKelebihan Pembayaran Hibah

2 1 6 03 02 UtangKelebihanPembayaranPendapatanLainnya
2 1 6 04 Utang Transfer
2 1 6 04 01 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak
2 1 6 04 02 Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan
2 1 6 04 03 UtangTransfer Bantuan Keuangan k
Daerah Lainnya
6 04 04 Utang Transfer Bantuan Ke
1 6 Utang Transfer Bantuan da Pa
1 6 04 06 Dst..................
1 6
1 6 05 01 UtangJangkaPendek Lainnya .........
1 6 05 02 Dst.....
2 2
2 2 1
1 tang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2 tang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang Dalam Negeri-Obligasi
Utang Dalam Negeri-Obligasi

Utang Pemerintah Pusat
2 2 1 04 01 UtangPemerintah Pusat
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1 05 Utang Pemerintah Daerah Lainnya
2 1 05 01 UtangPemerintah Daerah Lainnya

2 2 1 06 Utang Dalam Negeri Lainnya
1 06 01 Utang Dalam Negeri Lainnya

2|2 |2 Utang Jangka Panjang Lainnya
2 2 2 01 Utang Jangka Panjang Lainnya
2 2 2 01 01 Utang)angka Panjang Lainnya Q

O
§®
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n, selisin evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN
EKUITAS

Klasifikasi akun ekuitas adalah sebagai berikut.
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Kode Akun Nama Akun
3.0.0.00.00 Ekuitas
3.1.0.00.00 Ekuitas
3.1.1.00.00 Ekuitas
3.1.2.00.00 Ekuitas SAL
3.1.3.00.00 Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Pengertian dari Klasifikasi akun ekuitas adalah sebagai berikut.

Kodifikasi Uraian Akun
3 Ekuitas
31 Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
selisih antara aset dengan kewajiban pemerj
tanggal laporan.

311 Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerlntah da
selisih antara aset dengan kew .
Saldo ekuitas berasal dari e ah (dikurang)
oleh surplus/defisit-lo dan lainnya seperti koreksi
nilai persediaan, selisih reevalu tetap dan lain-lain.

312 Ekuitas SAL

erantara dalam rangka

i anggaran dan laporan perubahan
ain estimasi pendapatan, estimasi
apropriasi belanja, apropriasi

Digunakan untu
penyusunan |

GAN AKUN STANDAR (BAS) EKUITAS SESUAI
NDAGRI NO. 64 TAHUN 2013

t ini kode dan uraian akun Ekuitas yang lengkap sesuai dengan
rmendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
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Kode Akun Uraian Akun

3 EKUITAS
3 1 EKUITAS
3 1 1 Ekuitas

1 1 01 Ekuitas
1 1 01 01 Ekuitas

3 1 2 Ekuitas SAL

1 2 01 Estimasi Pendap
01 01

=
N

Estimasi

w
-
N

02 imasi aan Pembiayaan

iasi Belanja

Apropriasi Belanja

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

Estimasi Perubahan SAL
Estimasi Perubahan SAL

Surplus/Defisit - LRA
Surplus/Defisit - LRA

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

3 1 3

o1 RK PPKD
01 01 RKPPKD

W
-
(O8]

Bagan Akun Ekuitas

1 1 02 Surplus/Defisit - LO
1 1 02 01 Surplus/Defisit - LO O
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BAB VIl

BAGAN AKUN
PENDAPATAN-LRA

ah semua penerimaan rekening kas umum daerah
aldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran
tan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak

dapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum
h yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun
ggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
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B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN
PENDAPATAN-LRA

Klasifikasi akun pendapatan-LRA adalah sebagai berikut.

Kode Akun Nama Akun
4.0.0.00.00 Pendapatan - LRA
4.1.0.00.00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA
4.1.1.00.00 Pendapatan Pajak Daerah - LRA
4.1.2.00.00 Pendapatan Retribusi Daerah
4.1.3.00.00 Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah ya
Dipisahkan-LRA
4.1.4.00.00 Lain-lain PAD yang Sah - LRA
4.2.1.00.00 PendapatanTransferPemerintahPusat-DanaPe
4.2.1.00.00 PendapatanTransferPemerintahPusat-|
LRA
4.2.3.00.00 Pendapatan Transfer Pemerintah
4.2.4.00.00 Bantuan Keuangan-LRA
4.3.0.00.00 Lain-lain Pendapatan Da Yang
4.3.1.00.00 Pendapatan Hibah - L
4.3.2.00.00 Dana Darurat-LR
4.3.3.00.00 Pendapatan Lai

an-LRA sebagaimana tercantum
pada tabel di atas ad i berikut.

Kodifikasi Uraian Akun
1
41 li daerah (PAD)-LRA

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
an peraturan daerah sesuai dengan peraturan
ang-undangan.

Akununtukmencatatpendapatanpajakdaerah,antaralain: pajak
kendaraan bermotor, beabalik namakendaraan bermotor, pajak
bahanbakarkendaraanbermotor, pajak airpermukaandan pajak
rokok untuk pendapatan pajak provinsi dan pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan,
pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet,
pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak
bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan dan pajak daerah lainnya yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.
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412 Pendapatan retribusi daerah-LRA

Akun untuk mencatat retribusi daerah, antara lain: retribusi jasa
umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

413 Pendapatanhasilpengelolaankekayaandaerahyangdipisahkan-
LRA

Akun untuk mencatat hasil pengelolaan kekayaan daerah yan
dipisahkan, antara lain: bagian laba atas penyertaan modal p
perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyeitaa
modal padaperusahaanmiliknegara/BUMNdanbagianl|
penyertaan modal pada perusahaan swasta.

414 Lain-Lain PAD yang sah-LRA

Akun untuk mencatat lain-lain PAD yang sah

pendapatan hasil eksekusi atas j
pengembalian, fasilitas sosial d

mum, pendapatan
an,pendapatandari
manfaatankekayaan
pendapatan BLUD dan hasil
k dipisahkan.

daerah, pendapatan
penjualan aset dae

42
yangberasal dari entitaspelaporan
aan dana perimbangan dari pemerintah
sil dari pemerintah provinsi.
421 er pemerintah pusat

catat pendapatan transfer dari pemerintah pusat
p bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber

patan transfer pemerintah pusat - lainnya

n untuk mencatat pendapatan tranfer pemerintah pusat
ainnya, antaralain: danaotonomi khususdana penyesuaiandan
dana darurat.

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya

Akun untuk mencatat pendapatan transfer pemerintah daerah
lainnya, antara lain:

Pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.

424 Bantuan keuangan

Akun untuk mencatat pendapatan bantuan keuangan dari
pemerintah daerah lainnyabaik bantuan keuangan yang bersifat
umum maupun yang bersifat khusus.
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43 Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA

Merupakankelompokpendapatanlainyangtidaktermasukdalam
kategori pendapatan sebelumnya.

431 Pendapatan hibah

Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara lain:
pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pendapatan hibah
dari pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah dari badan/
lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan pendapatan hibah
dari kelompok masyarakat/perorangan.

432 Pendapatan lainnya

Digunakanuntukmencatatpendapatanlainnyaselainpendz
hibah.

C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) P
LRA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR
2013

Berikut ini kode dan uraian akun Pen
dengan Permendagri Nomor 64 Tahu
Akuntansi Pemerintahan Berbasi

TA

n,LRA yang lengkap sesuai
ng Penerapan Standar
emerintah Daerah.

Kode Akun aian Akun

4 - LRA
4 1 TAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
4 1 endapatan Pajak Daerah - LRA

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA
PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
PKB - Mobil Bus - Mikrobus - LRA

1
1 1 PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
1 1 PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
1 1 01 07 PKB- Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4 1 1 01 08 PKB-Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4 1 1 01 09 PKB-SepedaMotor-Sepeda Motor Roda 2 - LRA
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01
01

01

02

02
02
02
02
02
02
02
02
02

02

02

02

06

10
11

12

01
02
03
04
05
06
07
08
09

10

PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA

PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di
Air - LRA

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) -
LRA

BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA
BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA

BBNKB -Mobil Penumpang - Minibu
BBNKB -Mobil Bus - Mikrobus - L
BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA
BBNKB -Mobil Barang/Beba
BBNKB -Mobil Barang/Beba

BBNKB -Sepeda
LRA

BBNKB -S
LRA

BBN BermotoryangDioperasikandi

da M eda Motor Roda 3 -

an Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
Bahan Bakar Premium - LRA

jak Bahan Bakar Pertamax - LRA

Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LRA

Pajak Bahan Bakar Solar - LRA

Pajak Bahan Bakar Gas - LRA

Pajak Air Permukaan - LRA

Pajak Air Permukaan - LRA

Pajak Rokok - LRA
Pajak Rokok - LRA

Pajak Hotel - LRA
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06
06
06
06
06
06
06
06

06

07
07
07
07
07
07
07
07
07

09

01
02
03
04
05
06
07
08

09

01
02
03
04
05
06
07
08

Hotel - LRA

Motel - LRA

Losmen - LRA

Gubuk Pariwisata - LRA

Wisma Pariwisata - LRA

Pesanggrahan - LRA
Rumah Penginapan dan sejenisnya - LRA

Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10
(sepuluh) - LRA
DSt .eceneenene Q

Pajak Restoran - LRA
Restoran - LRA
Rumah Makan - LRA
Kafetaria - LRA
Kantin - LRA
Warung - LRA
Bar - LRA
Jasa Boga/ Katerin

ioskop - LRA
esenian/Musik/Tari/Busana - LRA

Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya -
LRA

Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA
Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA

Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan
Ketangkasan - LRA

Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat
Kebugaran (fitness center) - LRA

Pertandingan Olahraga - LRA

Pajak Reklame - LRA
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4 1 1 09 01 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron -
LRA

4 1 1 09 02 Reklame Kain - LRA
4 1 1 09 03 Reklame Melekat/Stiker - LRA
4 1 1 09 04 Reklame Selebaran - LRA
4 1 1 09 05 Reklame Berjalan-LRA
4 1 1 09 06 Reklame Udara - LRA
4 1 1 09 07 Reklame Apung - LRA
4 1 1 09 08 Reklame Suara - LRA
4 1 1 09 09 Reklame Film/Slide - LRA
4 1 1 09 10 Reklame Peragaan - LRA
4 1 1 09 11 Dst..............

1 1 10 Pajak Penerangan Jala

4 1 1 10 01 PajakPenerangan iha ndiri - LRA
4 1 1 10 02 Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LRA

4 1 1 11 Pajak P LRA

4 1 1 Pajak Parkir

4 1 1 - LRA

4 1 1 ir Tanah - LRA

4 1 1 Sarang Burung Walet - LRA

ajak Sarang Burung Walet - LRA

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
Asbes - LRA

Batu Tulis - LRA

Batu setengah permata - LRA
Batu Kapur - LRA

Batu Apung - LRA

Batu Permata - LRA

Bentonit - LRA

Dolomit - LRA

Feldspar - LRA

Garam Batu (Halite) - LRA

i i G uir G S
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

02

Grafit - LRA
Granit/Andesit - LRA
Gips - LRA

Kalsit - LRA

Kaolin - LRA

Leusit - LRA

Magpnesit - LRA

Mika - LRA

Marmer - LRA

Nitrat - LRA

Opsidien - LRA

Oker - LRA

Pasir dan kerikil - LRA
Pasir Kuarsa - LRA
Perlit - LRA

Phospat - LRA

Talk - LRA
Tanah Serap
Tanah Diato

q
o)

earth) - LRA

ineral bukan logam dan lainnya - LRA

PajakBumidanBangunanPedesaandanPerkotaan
- LRA

PajakBumidanBangunanPedesaandanPerkotaan
- LRA

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) - LRA

BPHTB - Pemindahan Hak - LRA
BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA
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01
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02

03

05

01
02
03
04
05
06

01

02

03

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA
Puskesmas keliling - LRA

Puskesmas pembantu - LRA

Balai Pengobatan - LRA

Rumah Sakit Umum Daerah - LRA

Tempat pelayanan kesehatan lainnyaya
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

LRA

Pengambilan/Pengump
sumbernyake lokasi

Akta Catatan Sipil - LRA
nda Penduduk - LRA

rtu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA
u Identitas Kerja - LRA

artu Penduduk Sementara - LRA

Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA
Kartu Keluarga - LRA

Akta Catatan Sipil - LRA

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat - LRA

Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA

Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/
Pengabuan Mayat - LRA

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -
LRA
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4 1 2 06
4 1 2 06
4 1 2 06
4 1 2 06
4 1 2 07
4 1 2 07
4 1 2 07
4 1 2 07
4 1 2 07
4 1 2 07
4 1 2 07

4 1 2 07

1 2
1 2
4 1 2 09
4 1 2 09
104

01

01
02
03

01
02
03
04
05
06

07

08
09

10

11

02
03

Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- LRA

Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
Pelataran - LRA

Los - LRA

Kios - LRA

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA

Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Mi
Retribusi PKB - Mobil Bus - Micro
Retribusi PKB - Mobil Bus - B

Retribusi PKB - Mobil Bar,
LRA

Retribusi PKB - Mobil Bar Beban- Light Truck
- LRA

Retribusi PKB
Retribusi PKB=Se

il Barang/ Beban - Truck - LRA
tor - Sepeda Motor Roda

Motor-Sepeda Motor Roda

Kendaraan Bermotor yang
ikan di Air - LRA

etribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran -
LRA

Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat
Pemadam Kebakaran - LRA

Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA
Alat Penyelamatan Jiwa - LRA

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA
Penyediaan Peta Foto - LRA

Penyediaan Peta Digital - LRA
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09
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10

10

11
11
11
11

12
12

12

04
05

01

01
02
03

01

02

Penyediaan Peta Tematik - LRA
Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- LRA

Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA

Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
Rumah Tangga - LRA
Perkantoran - LRA
Industri - LRA

perlengkapannya -

Pengujian dalam

anfaatan ruang untuk menara telekomunikasi

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA
Laboratorium - LRA

Ruangan -LRA

Kendaraan Bermotor - LRA

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA

Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis
Barang - LRA

FasilitasPasar/Pertokoanyang Dikontrakkan-LRA

Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA
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17
17
17
17
17
17

18
18

18
18

19
19

20

20

01
02
03
04
05

01

02
03

01

01

01
02

Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
Pelelangan lkan - LRA

Pelelangan Ternak - LRA
Pelelangan Hasil Bumi - LRA
Pelelangan Hasil Hutan - LRA

Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang
disediakan di Tempat Pelelangan - LRA

Retribusi Terminal - LRA

Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untu
Kendaraan Penumpang dan Bis Umum -

Tempat Kegiatan Usaha - LRA
Fasilitas Lainnya di Lingkungan Te

Retribusi Tempat Khusus P,
Pelayanan Tempat Khus

Retribusi Tempa inapa ggrahan/Villa

- LRA

PelayananTempat pan/Pesanggrahan/Vila

- LRA

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LRA
Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA
Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA

Pelayanan Tempat Olahraga - LRA
Retribusi Penyeberangan Air - LRA

Pelayanan Penyeberangan Orang - LRA
Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA
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25
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26
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27

27

28
28

28

29
29
29

30

32

01

01

01

01

02

01

01

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol - LRA

Pemberian Izin Tempat Penjualan
Beralkohol - LRA

Retribusi Izin Gangguan - L

Pemberian Izin Ganggu aha/Kegiatan
kepada Orang Pribadi

atUsaha/Kegiatan
kepada Badan - L

Retribl Trayek -
Pemberian |z yekkepadaOrangPribadi-LRA
an 1zi yek kepada Badan - LRA

i 1zin Perikanan - LRA

an Izin usaha Perikanan kepada Orang
di - LRA

mberian Izin usaha Perikanan kepada Badan -
LRA

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
Penggunaan ruas jalan tertentu - LRA
Penggunaan koridor tertentu -LRA

Penggunaankawasantertentu padawaktutertentu
olehkendaraanbermotorperseorangandanbarang
- LRA

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA

Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi
Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA
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3

3 01
3 01
3 01
3 02
3 02
3 02
3 03
3 03
3 03
4

01

02

01

02

01

02

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - LRA

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda
(deviden) atas penyertaan modal padaPerusahaan
Milik Daerah/BUMD - LRA

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda
(deviden) atas penyertaan modal padaPerusahaan
Daerah/BUMD ........ - LRA

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pem
(deviden) atas penyertaan modal padaPe
Milik Negara/BUMN - LRA

Bagian Laba yang dibagikan kepa
(deviden) atas penyertaan m
.............. - LRA

da Pemda
nmodal padaPerusahaan

PAD Yang Sah - LRA

asil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak
Dipisahkan - LRA

Hasil Penjualan Tanah - LRA

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA
Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA

Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA

Penerimaan Jasa Giro - LRA
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4 1 4 03 01 Jasa Giro Kas Daerah - LRA

4 1 4 03 02 JasaGiroBendahara - LRA

4 1 4 03 03 Jasa Giro Dana Cadangan - LRA

4 1 4 03 04 Dst..............

4 1 4 04 Pendapatan Bunga - LRA

4 1 4 04 01 Pendapatan Bunga Deposito...... - LRA

4 1 4 04 02 PendapatanBungaDanaBergulir.............. R
4 1 4 04 03 Dst.............

4 1 05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah -

4 1 4 05 01 Tuntutan Ganti Kerugian Dz
Bendahara - LRA

4 1 4 05 02 Tuntutan Ganti Kerugi
Pegawai Negeri Bu

4 1 4 06 ilai Tukar Rupiah -
4 1 4 06 01 isi dari Penempatan Kas Daerah
4 1 4 06 02 [, - LRA

4 1 4 ntunganSelisihNilaiTukarRupiah

.......... - LRA

ndapatanDendaatasKeterlambatanPelaksanaan
Pekerjaan - LRA

PendapatanDendaatasKeterlambatanPelaksanaan
Pekerjaan ......... - LRA

Pendapatan Denda Pajak - LRA

Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor -
LRA

Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor - LRA

Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor - LRA

4 1 4 08 04 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA
4 1 4 08 05 Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA
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08
08
08
08
08
08
08
08

08

08

08

09
09

09

09

09

09

06
07
08
09
10
11
12
13

14

15

16

01

02

03

11

12

Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA
Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA

Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet -
LRA
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan L
dan Batuan - LRA
a
a

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan B
Pedesaan dan Perkotaan - LRA

Pendapatan DendaBeaPerolehan
dan Bangunan - LRA

Pendapatan Denda Retribusi - LR

anKesehatan

Pendapatan DendaRetribu
- LRA

Pendapatan

nda Retribusi Pelayanan
dan Pengabuan Mayat - LRA

an Denda Retribusi Pelayanan Parkir di
lan Umum - LRA

endapatan DendaRetribusiPelayananPasar-LRA

Pendapatan DendaRetribusiPengujianKendaraan
Bermotor - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Peta - LRA

PendapatanDendaRetribusiPenyediaandan/atau
Penyedotan Kakus - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah
Cair - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang - LRA
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4 1 4 09
4 1 4 09

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

01
02

PendapatanDendaRetribusiPelayananPendidikan
- LRA

PendapatanDendaRetribusiPengendalianMenara
Telekomunikasi - LRA

Pendapatan DendaRetribusiPemakaianKekayaan
Daerah - LRA

PendapatanDendaRetribusiPasarGrosirdan/atau
Pertokoan - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
LRA

Pendapatan Denda Retribusi Termin

PendapatanDendaRetribusi Tempa
- LRA

Pendapatan Denda Retribusi

- LRA

Pendapatan Dend
Kepelabuhan - LR

ndapatanDendaRetribusilzinTempatPenjualan
Minuman Beralkohol - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA

PendapatanDendaPemanfaatanAsetDaerah-LRA
Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA

Pendapatan Denda Kerja sama Pemanfaatan Aset
Daerah - LRA
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4 1 4 12

4 1 4 13

112

03
04

01

02

01

02

03

01

02

03

04

Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA
Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA

PendapatanDendaAtasPelanggaranPerda...........
- LRA

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA

Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaa
Barang/Jasa - LRA

Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pe
Reklame - LRA

Pendapatan dari Pengem

Pendapatan dari Pengem
Penghasilan Pasal 21 - L

gembalian Kelebihan
rjalanan Dinas - LRA

endapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA
Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA

PendapatandariAngsuran/CicilanPenjualan-LRA

Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah
Golongan Il - LRA

Angsuran/CicilanPenjualanKendaraanPerorangan
Dinas - LRA

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
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16

16

17
17

18
18
18
18
18

19
19

02

01

02

03

04

01

01
02
03
04

01

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa -
LRA

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerja
sama Pemanfaatan- LRA

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun
Guna Serah - LRA

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun
Serah Guna - LRA

Pendapatan Zakat* - LRA
Pendapatan Zakat* ..........

Pendapatan BLUD - LRA
Pendapatan Jasa Layanan
Pendapatan Hibah B

g Sah Lainnya - LRA
TRANSFER - LRA

endapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana
bangan - LRA

Bagi Hasil Pajak - LRA

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Pertambangan - LRA

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perkebunan - LRA

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perhutanan - LRA

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA

Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
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02
02
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02

02
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03
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04
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04
04

04
04
04

04

01

02
03
04
05

06

07
08
09
10

01

01
02
03
04

15
16
17

18

Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan -
LRA

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA
Bagi Hasil dari luran Tetap (Land-Rent) - LRA

Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran
Eksploitasi (Royalti) - LRA

Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
- LRA

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LR

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bu
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi_- Lk

Bagi Hasil dari Pertambangan Pan

Dana Alokasi Umum (DAU

Dana Alokasi Umum - L

tur Sanitasi- LRA

luarga Berencana - LRA

DAK Bidang Kesehatan - LRA

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA
DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA
DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA
DAK Bidang Perdagangan - LRA

DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah
Tertinggal (SPDT) - LRA

DAK Bidang Pertanian - LRA
DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan
Perbatasan - LRA

DAK Bidang Pendidikan - LRA
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01
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19
20

01
02

01

01
02

DAKBidangKeselamatan Transportasi Darat-LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -

LRA

Dana Otonomi Khusus - LRA
Dana Otonomi Khusus - LRA
Dana Tambahan Infrastruktur- LRA

Dana Keistimewaan - LRA

Dana Keistimewaan - LRA**

Dana Penyesuaian - L
Tunjangan Profesi
Dana Tambahan

Dana Insentif Dae

endapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
Pendapatan Bagi Hasil Pajak .......... - LRA

Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
Pendapatan Bagi hasil Lainnya .......... - LRA

Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA

Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA

Bantuan Keuangan - LRA

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah
Provinsi Lainnya - LRA

Bagan Akun Pendapatan-LRA
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4 2 4 01 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah
Provinsi ...... - LRA

4 2 4 02 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten - LRA

4 2 4 02 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten ............ - LRA
4 2 4 02 02 Dst..............
4 2 4 03 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daer
O

- LRA

4 2 4 03 01 BantuanKeuangan dariPemerintah
............ - LRA

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATA
LRA

AERAHYYANG SAH -

4 3 1 Pendapatan
4 1 01
4 1 01

4 3 1 Pe atanHibahdariPemerintahDaerahLainnya
L

PendapatanHibahdariBadan/Lembaga/Organisasi
Swasta dalam Negeri - LRA

PendapatanHibahdariBadan/Lembaga/Organisasi
Swasta dalam Negeri .......... - LRA

Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/
perorangan - LRA

PendapatanHibahdarikelompokmasyarakat-LRA
4 3 1 04 02 Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA
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Dana Darurat - LRA

Dana Darurat - LRA

Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA

Pendapatan Lainnya - LRA

Pendapatan Lainnya - LRA
Pendapatan Sumbangan Pihak Keti

Bagan Akun Pendapatan-LRA
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BAB IX

BAGAN AKUN BELANJA

fikasi akun belanja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai

Kode Akun Nama Akun
5.0.0.00.00 Belanja

5.1.0.00.00 Belanja Operasi
5.1.1.00.00 Belanja Pegawai
5.1.2.00.00 Belanja Barang dan Jasa

119



5.1.3.00.00 Belanja Bunga

5.1.4.00.00 Belanja Subsidi
5.1.5.00.00 Belanja Hibah
5.1.6.00.00 Belanja Bantuan Sosial
5.2.1.00.00 Belanja Modal
5.2.1.00.00 Belanja Modal Tanah

5.2.2.00.00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.3.00.00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.4.00.00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.2.5.00.00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Q

B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKAS
BELANJA

Klasifikasi akun belanja pada pemerintah daerah s
pada tabel berikut.

agaimana tercantum

Kodifikasi Ur
5 Belanja
51 Belanja operasi

Merupakan pen
pemerintah d
Belanja ope
barang, bun

aran untuk kegiatan sehari-hari
eri manfaat jangka pendek.
eliputi belanja pegawai, belanja
ah, dan bantuan sosial.

511

erupakan kompensasi terhadap pegawai
uk uang atau barang, yang harus dibayarkan
ai pemerintah dalam maupun luar negeri baik
abat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai

NS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
asuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non-
pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait
dengan suatu prestasi, kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal.

Belanja pegawai mencakup antara lain: belanja gaji dan
tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/
WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS,
honorarium non-PNS, uang lembur, serta belanja pegawai
BLUD (dari APBD).
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513

Belanja barang dan jasa

Akun Belanja barang dan jasa dicatat untuk menampung
pembelian barang dan jasa yang habis pakai, untuk
memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang
tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan
untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak
ketiga termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada
non pegawai, pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu
terkait dengan suatu prestasi dan belanja perjalanan. Belanj
barang dan jasa mencakup belanja bahan pakai habis, b
bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asura

sewa perlengkapan dan peralatan kantor, be
dan minuman, belanja pakaian dinas da
pakaian kerja, belanja pakaian khusus da

belanja pemeliharaan, belanja jas
untuk diserahkan kepada masyar
barang dan jasa BLUD, belanja b
belanja kursus, pelatihan, sosiali
pns, pembayaran honor pegawai dan

i giatan tertentu terkait dengan

suatu prestasi.
Belanja bunga

n untuk alokasi pengeluaran
uk pembayaran bunga (interest) yang

n penggunaan pokok utang (principal
uk belanja pembayaran biaya-biaya yang
aman dan hibah pemerintah daerah yang
tah daerah seperti biaya commitment fee dan

Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah
daerah kepada BUMN/BUMD atau pihak ketiga lainnya yang
memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan

jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi
hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau
masyarakat.

Belanja subsidi antara lain: digunakan untuk menganggarkan
bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga yang
menghasilkan barang/jasa pelayanan umum masyarakat agar
harga jual barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat banyak.
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515

516

52

521

Belanja Hibah

Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang,
barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah mencakup antara lain: belanja hibah kepada
pemerintah pusat, belanja hibah kepada pemerintah daerah
lainnya, belanja hibah kepada perusahaan daerah, belanja
hibah kepada pemerintah desa, belanja hibah kepada
masyarakat, belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan
dan belanja hibah untuk satuan pendidikan dasar.

Belanja bantuan sosial
Pengeluaran pemerintah daerah berupa uang atau barang
jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi
kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dap
langsung diberikan kepada anggota masyarakat dag
lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan
Belanja bantuan sosial mencakup belanja bantua

sosial kepada masyarakat.

Belanja modal

Pengeluaran anggaran yang digunakan
memperoleh atau menambah as
yang memberi manfaat lebih
serta melebihi batasan mini italisasi aset tetap atau
aset lainnya yang ditetapka daerah. Aset tetap

| kegiatan sehari-hari
suatu satuan kerja ata atkan oleh masyarakat.

ang akan digunakan dalam kegiatan
t tetap pemerintah).

ehatan puskesmas, tanah sarana kesehatan
sarana pendidikan taman kanak-kanak, tanah

umum dan kejuruan, tanah sarana pendidikan
nefigah lanjutan dan kejuruan, tanah sarana pendidikan
biasa/ khusus, tanah sarana pelatihan dan kursus, tanah
ana sosial panti asuhan, tanah sarana sosial panti jompo,
tanah sarana umum terminal, tanah sarana umum dermaga,
tanah sarana umum lapangan terbang perintis, tanah sarana
umum rumah potong hewan, tanah sarana umum tempat
pelelangan ikan, tanah sarana umum pasar, tanah sarana umum
tempat pembuangan akhir sampah, tanah sarana umum taman,
tanah sarana umum pusat hiburan rakyat, tanah sarana umum
ibadah, tanah sarana stadion olahraga, tanah perumahan, tanah
pertanian, tanah perkebunan, tanah perikanan, tanah peternakan,
tanah perkampungan, tanah pergudangan / tempat penimbunan
material bahan baku dan belanja modal tanah BLUD.
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524

Belanja modal peralatan dan mesin

Akun belanja modal pengadaan peralatan dan mesin
digunakan untuk alokasi belanja pengadaan peralatan dan
mesin yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan
(menjadi aset tetap pemerintah daerah).

Belanja modal peralatan dan mesin mencakup pengadaan
berbagai jenis peralatan dan mesin antara lain: alat-alat
berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan
darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor,
alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat angkutan
udara, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertaniag
peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor,
meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan ru
alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-ala
kedokteran, alat-alat laboratorium, alat-ala
keamanan, serta peralatan dan mesin BLU

Belanja modal gedung dan bangunan

an untuk
unan yang akan
rah (menjadi aset

Akun belanja modal gedung dan
alokasi belanja pengadaan gedu
digunakan dalam kegiatan pemer
tetap pemerintah daerah)

Belanja modal gedun unan mencakup pengadaan
rah antara lain: gedung

ung rumah dinas, gedung
gudang, bang ugu peringatan dan gedung dan

bangunan

gadaan jalan, irigasi dan jaringan yang akan
kegiatan pemerintahan daerah (menjadi aset

ara lain: jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan,
an dan hutan kota, instalasi listrik & telepon, jalan, irigasi

Belanja modal aset tetap lainnya

Akun belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk alokasi
belanja pengadaan yang nantinya akan menghasilkan aset tetap
lainnya yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan
daerah (menjadi aset tetap lainnya pemerintah daerah).

Belanja modal aset tetap lainnya mencakup antara lain:
belanja modal pengadaan buku dan kepustakaan, barang
bercorak kesenian,

Kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman, serta aset tetap
lainnya BLUD.
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53 Belanja tak terduga

Pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang sifat
pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos
pengeluaran jenis belanja di atas. Pengeluaran ini bersifat
tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang dikategorikan
untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah
penyakit dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
pemerintah daerah.

C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) BELANJA S
PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013

Berikut ini kode dan uraian akun Belanja yang lengkap
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang P
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pémerinta

Kode Akun Uraian Akun
5 BELANJA

BELANJA OPERA

5 1 1 o01 ji dan Tunjangan

5 1 1 o1 PNS/Uang Representasi
5 1 1 Tu gan Keluarga

5 1 1 unjangan Jabatan

5 1 Tunjangan Fungsional

5 1 Tunjangan Fungsional Umum

Tunjangan Beras

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji

luran Jaminan Kesehatan

Uang Paket

Tunjangan Badan Musyawarah

01 12 Tunjangan Komisi

01 13 Tunjangan Badan Anggaran

1
1
1
1
1
1

g G ey

01 14 Tunjangan Badan Kehormatan
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01
01
01
01
01
01
01

02
02
02

02
02

02

03

03

05

15
16
17
18
19
20
21

01
02

03
04

05

01

03

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
Tunjangan Perumahan

Uang Duka Wafat/Tewas

Uang Jasa Pengabdian

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Tunjangan Kesehatan DPRD

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan berdasarka

Tambahan Penghasilan berdasarka
bertugas

Tambahan Penghasilan berdasarkan

Tambahan Penghasila rdasarkan/kelangkaan
profesi

ang Operasional KDH/WKDH

a Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

iaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pertambangan

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkebunan

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perhutanan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak
Kendaraan Bermotor - LRA

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor - LRA

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
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126

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

06

07

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air
Permukaan - LRA

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok -
LRA

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel -
LRA

InsentifPemungutanPajak Daerah-PajakRestoran
- LRA

InsentifPemungutanPajak Daerah-Pajak Hiburan
- LRA

InsentifPemungutanPajakDaerah-PajakRe
- LRA

Insentif Pemungutan Pajak Daerah -
Penerangan Jalan - LRA

Insentif Pemungutan Pajak Daerah
LRA

Insentif Pemungutan Pajak Daerah -
Tanah - LRA

Insentif Pemungutan PajakDaera ajak Sarang
Burung Walet - L

jak Daerah - Pajak Mineral
- LRA

jak Daerah - Pajak Bumi
an dan Perkotaan - LRA

utanPajak Daerah-BeaPerolehan
dan Bangunan - LRA

emungutan Retribusi Daerah

ifPemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
esehatan - LRA

InsentifPemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil - LRA

InsentifPemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA

InsentifPemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA

InsentifPemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Pasar - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian
Kendaraan Bermotor - LRA
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5 1 1 06 08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA

5 1 1 06 09 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -
Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA

5 1 1 06 10 InsentifPemungutanRetribusiDaerah-Penyediaan
dan/atau Penyedotan Kakus - LRA

5 1 1 06 11 InsentifPemungutanRetribusiDaerah-Pengolahan
Limbah Cair - LRA

5 1 1 06 12 InsentifPemungutanRetribusiDaerah-Pelaydna
Tera/Tera Ulang - LRA

5 1 1 06 13 InsentifPemungutanRetribusiDaera
Pendidikan - LRA

5 1 1 06 14 Insentif Pemungutan Retribusi B
Pengendalian Menara Telekg

Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat
an/ Pesanggrahan/ Villa - LRA

tif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah
ong Hewan - LRA

InsentifPemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan
Kepelabuhan - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat
Rekreasi dan Olahraga- LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -
Penyeberangan Air - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan
Produksi Usaha Daerah - LRA

1 1 06 26 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin
Mendirikan Bangunan - LRA

5 1 1 06 27 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA

5 1 1 06 28 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin
Gangguan - LRA
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1 1 07
1 1 07
1 1 07
5 1 2
5 1 2 01
5 1 2 01
5 1 2 01
5 1 2 01
5 1 2 01
5 1 2 01
5 1 2 01
5 1 2
5 1 2
5 1 2
5 1
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29

30

31

32

01
02

01
02
03

04
05
06

InsentifPemungutan Retribusi Daerah-IzinTrayek
- LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin
Perikanan - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -
Pengendalian Lalu Lintas - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA) - LRA

Uang Lembur
Uang Lembur PNS

Uang Lembur Non-PNS Oq

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Ha
Belanja alat tulis kantor
der

lektronik ( lampu pijar,

Belanja doku

Belanja alat
battery keri

rai, dan bendapos lainnya
ersihandanbahanpembersih
akar Minyak/Gas

Belanja Bahan/Material
Belanja bahan baku bangunan
Belanja bahan/bibit tanaman
Belanja bibit ternak

Belanja bahan obat-obatan
Belanja bahan kimia

Belanja Persediaan Makanan Pokok

Belanja Jasa Kantor
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5 1 2 03 01 Belanjatelepon
5 1 2 03 02 Belanjaair
5 1 2 03 03 Belanja listrik
5 1 2 03 04 BelanjaJasapengumumanlelang/pemenanglelang
5 1 2 03 05 Belanja suratkabar/majalah
5 1 2 03 06 Belanjakawat/faksimili/internet
5 1 2 03 07 Belanjapaket/pengiriman
5 1 2 03 08 Belanja Sertifikasi
5 1 2 03 09 Belanjajasa Transaksi Keuangan
5 1 2 03 10 Belanjajasa administrasi pungutan
Penerangan Jalan Umum
5 1 2 03 11 Belanjajasa administrasi pu han

Bakar Kendaraan Bermotor

04 Belanja Premi Asu

Belanja Premi Asu

(S, IS, B S, BN |
S I I
N N NN

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
Belanja sewa gedung/kantor/tempat

07 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1
1
1
1
1

[S2 I, BN, BC, |
N NN NN

07 04 Belanjasewa tempat parkir/uang tambat/hanggar
sarana mobilitas
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5 1 2 08
5 1 2 08
5 1 2 08
5 1 2 08
5 1 2 08
5 1 2 09
5 1 2 09
5 1 2 09
5 1 2 09
5 1 2 10
5 1 2 10
5 1 2 10
5 1 2 10
5 1 2 10
5 1 2 10
5 1 2 10
5 1 2 10

2
2
2
2
2
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05

01
02
03
04

01
02
03

01
02
03
04
05
06
07

01
02
03
04
05
06

Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
Dst ...

Belanja Sewa Alat Berat
Belanja sewa Eskavator
Belanja sewa Buldoser
Dst ...
efala Kantor

Belanja Sewa Perlengkapan
Belanja sewa meja kursi
Belanja sewa komputer print

Belanja sewa proyektor

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
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1 2 13 Belanja Pakaian Kerja

1 2 13 01 Belanja pakaian kerja lapangan

5 1 22 [ [ (03225 1 DI isonenonanoononnn00000000000000000000000
5 1 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 1 2 14 01 Belanja pakaian KORPRI
5 1 2 14 02 Belanja pakaian adat daerah
5 1 2 14 03 Belanja pakaian batik tradisional
5 1 2 14 04 Belanja pakaian olahraga
5 1 2 (123 B O ST H1) S R
5 1 2 15
5 1 2 15 01
5 1 2 15 02
5 1 2 15 03
5 1 2 16
1 2 16 01
5 1 2 16 02
5 1 2 17 ngan Pegawai
5 1 2 emulangan pegawai yang pensiundalam
ae
5 1 nja pemulangan pegawai yang pensiun luar

erah

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Tanah

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan
Jaringan

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Belanja Jasa Konsultasi

5

1 2 19 01 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian

91
—
N

19 02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
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R G Gl G S Gy

B Sy

N N NN NN

19
19

20

20

20

21

21

21

22
22
22
22
22
22

03
04

01

02

01

02

01
02
03
04
05

01
02

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga

Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masy,
Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Dijual
Masyarakat

Belanja Barang Yang Akan Dij
Ketiga

teknis PNS
Be kursus-kursus singkat/pelatihan
elanja sosialisasi

Belanja bimbingan teknis

Belanja Honorarium Non-Pegawai
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur

Moderator

Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
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25
25

26
26
26
26

27

27
27
27

01

03
04

01
02
03

01
02
03

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Honorarium Non-PNS
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Uang untuk diberikan kepada Pihak Keti
Masyarakat

Uang untuk diberikan kepada Pih
Uang untuk diberikan kepad

Belanja Bunga

Bunga Utang Pinja

a Utang Pinjaman Lainnya

Bunga Utang Obligasi
Bunga Utang Obligasi

Belanja Subsidi
Belanja Subsidi
Belanja Subsidi kepada BUMN
Belanja Subsidi kepada BUMD

Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya

Belanja Hibah
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01
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02
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03

1 04
1 5 04
1 5 04
1 5 05
1 05
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01

01
02
03

01

02

01
02

01

02

01

Belanja Hibah kepada Pemerintah
Belanja Hibah kepada Pemerintah

BelanjaHibah kepadaPemerintah Daerah lainnya
Hibah kepada Pemerintah Provinsi

Hibah kepada Pemerintah Kabupaten

Hibah kepada Pemerintah Kota

BelanjaHibahkepadaPerusahaan Daerah/BU
BelanjaHibahkepadaPerusahaan Daerah/

Belanja Hibah kepada Kelom
BelanjaHibahkepadaKelomipokMasyarakat:".......
Dst ...

BelanjaHibah Organi emasyarakatan

BelanjaHibahkepa anisasiKemasyarakatan

anaBOSuntukSatuanPendidikan

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan ....

Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial kepada.........................
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02

01
01
01
01
01

02
02

02

05

02

01
02
03
04

01

02

05

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah

Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampung

Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung

Belanja modal Pengadaan ah Pertan

BelanjamodalPenga hSawahSatuTahun
Ditanami

Belanja modal Pengadaan ah Tegalan

Belanja modal Pengadaa nah Ladang

nja modal Pengadaan Kebun Campuran

elanjamodalPengadaanBidangTanahYangTidak
Ada Jaringan Pengairan

Belanja modal Pengadaan Tumbuhan Liar
Bercampur Jenis Lain

Belanja modal Pengadaan Hutan

Belanja modal Pengadaan Hutan Lebat

Belanja modal Pengadaan Hutan Belukar
Belanja modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis

Belanja modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/
Hutan Rawa

Belanja modal Pengadaan Hutan Untuk
Penggunaan Khusus
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N N NN

N

S e G —y

05

06
06
06
06

07
07
07

08
08
08

09

09
09

10
10
10

06

01
02
03

01
02

01
02

01

Belanja modal Pengadaan Kolam lkan
Belanja modal Pengadaan Tambak

Belanja modal Pengadaan Air Tawar

Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa

Belanja modal Pengadaan tanah Rawa

Belanja modal Pengadaan tanah Danau

Belanja modal Pengadaan Tanah T,
Belanja modal Pengadaan Tanah

Belanja modal Pengadaan T,

Belanja modal Pengadaa

Padang Rumput
Belanja modal alang-alang

n tanah padang rumput

odal Pengadaan Tanah untuk Bangunan

elanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

BelanjaModal Pengadaan Tanah untuk Bangunan
Gedung Perdagangan/Perusahaan

BelanjaModal Pengadaan Tanah untuk Bangunan
Industri

BelanjaModal Pengadaan Tanah untuk Bangunan
Tempat Kerja/Jasa

Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong
Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan

Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan
Pengairan
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11

11

12
12
12

13

13

13
13

13

13

13
13

01

08

09

10

01
02

01

02
03

04

05

06

Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan
dan Jembatan

Belanja Modal Pengadaan Tanah Lembiran/
Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst

BelanjaModal Pengadaan Tanahu
Bukan Gedung

Belanja Modal Pengadaan T,
Olahraga

Belanja Modal Penga ana pangan Parkir

Belanja Modal Pe
Penimbun Barang

Belanja Modal Pe aa nah Lapangan

engadaan Tanah Lapangan

engadaan Tanah untuk Bangunan
odal Pengadaan Tanah untuk Bangunan

lanjaModal Pengadaan Tanah untuk Bangunan
Instalasi

BelanjaModal Pengadaan Tanah untuk Bangunan
Jaringan

BelanjaModal Pengadaan Tanah untuk Bangunan
Bersejarah

BelanjaModal Pengadaan Tanah untuk Bangunan
Gedung Olahraga

BelanjaModal Pengadaan Tanah untuk Bangunan
Tempat Ibadah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
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01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01

02
02
02
02
02
02
02

01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
12

01
02
03
04
05
06

Belanja Modal Pengadaan Traktor

Belanja Modal Pengadaan Grader

Belanja Modal Pengadaan Excavator

Belanja Modal Pengadaan Pile Driver

Belanja Modal Pengadaan Hauler

Belanja Modal Pengadaan Asphal Equipment
Belanja Modal Pengadaan Compacting Equipment

Belanja Modal Pengadaan Aggregate $ Concrete
Equipment

Belanja Modal Pengadaan Loader
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangk
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pr,

Belanja Modal Pengadaa
Belanja Modal Pengadaa
Belanja Modal Pengadaa
Belanja Modal ibi Dredger
Belanja Mo en n Kapal Tarik

Mesin Proses Apung

engadaan Alat-alat Bantu

dal Pengadaan Alat Penarik

odal Pengadaan Feeder

ja Modal Pengadaan Compressor

Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set
Belanja Modal Pengadaan Pompa

Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor

Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan
Lapangan

Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Air
Kotor

Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Uap Air
Panas/Sistem Generator
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04

04

04

04

04

04

04

05

05

05

06

06

08

01

02

03

04

05

06

01

02

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas

Bermotor Perorangan

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

Penumpang

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

Angkutan Barang

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermétor

Khusus

Belanja Modal Pengadaan Kendar

Beroda Dua

Belanja Modal Pengadaan Ke

Beroda Tiga

BelanjaModalPenga
Bermotor

Belanja Modal Pengadaan

Angkutan Barang

Belanja Penga
Berpe n

aa tor
n otor

DaratTak

ndaraan Bermotor

ndaraanTakBermotor

odal Pengadaan Alat Angkut Apung

r Barang

rmotor Penumpang

odal Pengadaan Alat Angkut Apung

nja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung

Bermotor Khusus

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak

Bermotor

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak
Bermotor untuk Barang

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak

Bermotor Penumpang

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak

Bermotor Khusus

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor

Udara
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01
02

01

02

03
04
05

06
07
08
09
10

01

02
03

12

Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang

Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi
Logam Terpasang pada Pondasi

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi
Logam yang Berpindah

BelanjaModalPengadaanPerkakasBengkelListri
BelanjaModal PengadaanPerkakasBengkelSe

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Peng
Bermesin

BelanjaModal Pengadaan Perkakas

Belanja Mod
Bermesin

aan Alat Bengkel Tak

Peng Perkakas Bengkel

PengadaanPerkakasBengkelListrik
engadaanPerkakasBengkelServis

dal Pengadaan Perkakas Pengangkat

BelanjaModal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja

BelanjaModalPengadaanPeralatanTukang-tukang
Besi

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip
& Feting

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
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11 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal
11 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test

Inteligensia

5 2 2 11 03 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat
Kepribadian

5 2 2 11 04 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis
Lain

5 2 2 11 05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kalibrasi

5 2 2 11 06 Belanja Modal Pengadaan Oscilloscope

5 2 2 11 07 Belanja Modal Pengadaan Universal Tes

5 2 2 11 08 BelanjaModalPengadaanAlatUku

5 2 2 11 09 Belanja Modal Pengadaan Alat

5 2 2 11 10 BelanjaModal Pengadaan A

5 2 2 11 11 BelanjaModalPengadaanA

5 2 2 11 12 Belanja Modal Pen

5 2 2 11 13 Belanja Modal Pengadaan Takaran Bahan
Bangunan 2 HL

5 2 2 11 14 Belanja Modal Pen karan Latex/Getah

ngadaan Gelas Takar Berbagai

odal Pengadaan Alat Pengolahan

njaModal Pengadaan AlatPengolahan Tanah
Tanaman

elanjaModal pengadaan AlatPanen/Pengolahan
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan

BelanjaModalPengadaanAlatPenyimpananHasil
Percobaan Pertanian

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
Pertanian

Belanja Modal Pengadaan Alat Processing
Belanja Modal Pengadaan Alat Pascapanen

BelanjaModalPengadaan AlatProduksiPerikanan

5 2 2 13 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman/Alat Penyimpan
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13

13
13
13
13
13

14
14
14
14

14

14
14

15
15
15
15
15
15
15

16
16

16
16

01

02
03
04
05
06

01
02
03

04

05

01
02

03
04

05
06

Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman

Belanja Modal Pengadaan Alat Panen
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium

Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkap lkan

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik
Belanja modal Pengadaan Mesin Hitun
Belanja modal Pengadaan Alat Rep
(Pengganda)

Belanja modal Pengadaan AlagPe
Perlengkapan Kantor

Belanja modal Pengadaan Alat Ka nnya

odal Pengadaan Alat Rumah Tangga
(Home Use)

elanja modal Pengadaan Alat Pemadam
ebakaran

Belanja modal Pengadaan Komputer
Belanjamodal Pengadaan KomputerUnit/Jaringan

Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe

BelanjamodalPengadaanPeralatanMiniKomputer

Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
Komputer

Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
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5 2 2 17 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/
Rapat Pejabat

17 01 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
17 02 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
17 03 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

17 04 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
17 05 BelanjamodalPengadaanKursiHadap DepanMe
Kerja Pejabat
5 2 2 17 06 Belanjamodal PengadaanKursi Tam nga
Pejabat
5 2 2 j

u
17 07 BelanjamodalPengadaanLemaridanA jabat
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17 08 Dst.......
18 Belanja modal Pen
18 01 Belanjamodal Pengadaan Pe Studio Visual

18 02 Belanjamodal Pengadaan Peralatan Studio Video

dan Film

Pengadaan Peralatan Studio Video

5 2 18 04 gadaan Peralatan Cetak
5 2 2 18 05 engadaan Peralatan Computing
5 2 modal Pengadaan Peralatan Pemetaan

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
BelanjamodalPengadaanAlatKomunikasiTelepon

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio
SSB

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio
HF/FM

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio
VHF

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio
UHF

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi
19 08 Dst.......

5 2 2
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20

20

2 2 20
2 2 20
2 20

20

2 20

20

20

20

20

2 2 20
2 2 20
2 2 20
2 2 20

2 2 20
2 2 20
2 2 20

01

02

03

04
05
06

07
08

09
10

11

12

13

14

23

24

25

Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar

BelanjamodalPengadaanPeralatanPemancarMF/
MW

BelanjamodalpengadaanPeralatanPemancarHF/
SwW

Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
VHF/FM

BelanjamodalPengadaanPeralatanPemancarUHF
BelanjamodalPengadaanPeralatanPemancarSHF

Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena
MW

BelanjamodalPengadaanPeralatanAntena

Belanja modal Pengadaan Peralata
FM

Belanja modal Pengadaan Per.

Parabola

Belanja modal Pengadaa
VHF/VHF

Belanja mod
UHF/UHF

adaan Peralatan Translator
Peralatan Translator
| Pengadaan Peralatan Translator
dal Pengadaan Peralatan Microwave

modal Pengadaan Peralatan Microwave
eresterial

Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave
TVRO

Belanjamodal Pengadaan Peralatan Dummy Load
Belanja modal Pengadaan Switcher Antena
BelanjamodalPengadaanSwitcher/MenaraAntena
Belanja modal Pengadaan Feeder

Belanja modal Pengadaan Humidity Control

Belanja modal Pengadaan Program Input
Equipment

Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena
Penerima VHF
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5 2 2 22

01
02
03

04
05
06
07
08
09

10

11
12
13
14

15

01

02

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
Belanjamodal Pengadaan AlatKedokteran Umum
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
Keluarga Berencana

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Ma
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

Belanja modal Pengadaan Alat Rontgen

Belanja modal Pengadaan Alat Far

Belanja modal Pengadaan Alat Ked

Belanjamodal Pengada
Penyakit Dalam

Belanja modal Pe

Belanja modal Pe t Kesehatan Anak

modalPengadaanAlatKedokteranjantung
odal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
nja modal Pengadaan Alat Kedokteran
diologi

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit
dan Kelamin

Belanjamodal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat
Darurat

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa

Belanjamodal Pengadaan AlatKedokteran Hewan

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
Perawatan

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
Rehabilitasi Medis
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22

22

22

22
22

23
23

23

23

23

23

03

04

05

06
07

01

02

03

04

16

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra
Laut

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra
Udara

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
Kedokteran Kepolisian

BelanjamodalPengadaanAlatKesehatanOlahraga

BelanjamodalPengadaan Unit-UnitLaboratori
BelanjamodalPengadaanAlatLaboratorium @
Air

Belanja modal Pengadaan Alat Labg
Mikrobiologi

BelanjamodalPengadaanAlatlébo
Kimia

Belanja modal Pengadaan Alat Labg@ratorium

Model/Hidrolika

Belanja modal Pepgadaan ratorium
Buatan/Geologi

AlatLaboratoriumBahan

elanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
ogam, Mesin, Listrik

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Logam, Mesin Listrik A

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Umum

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Umum A

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Kedokteran

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Mikrobiologi

Belanjamodal PengadaanAlatLaboratoriumKimia

Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah




23
23

23
23

2 2 23
2 2 23

17

18

19

20

21
22

23

24

25
26

27

28

29

37

38

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Mikrobiologi A

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Patologi

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Imunologi

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Hematologi

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratoriu

Belanja modal Pengadaan Alat Laborat
Makanan

Belanja modal Pengadaan Alat La
Standardisasi, Kalibrasi, dan Ins

Belanja modal Pengadaan A
Farmasi

BelanjamodalPenga

Belanja modal Pengadaan A aboratorium
Hidrodinamika

Belanja modal Pen at Laboratorium

gadaanAlatLaboratoriumProses

ngadaan AlatLaboratorium Pasir

engadaanAlatLaboratoriumProses
an Cetakan

elanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProses
buatan Pola

elanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Metalography

BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProses
Pengelasan

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji
Proses Pengelasan

BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProses
Pembuatan Logam

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Matrologi

BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProses
Pelapisan Logam

BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProses
Pengolahan Panas
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

58

59

BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProses
Teknologi Tekstil

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji
Tekstil

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
Proses Teknologi Keramik

BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProses
Teknologi Kulit Karet

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji
Kulit, Karet dan Plastik

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratoriu
Keramik

BelanjamodalPengadaanAlatLaboratosi
Teknologi Selulosa

Belanja modal Pengadaan Alat La
Pertanian

Belanja modal PengadaanfAlat Labo
Pertanian A

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium

Pertanian B

Belanja mod gadaan Alat Laboratorium
Elektronika D

enga AlatLaboratoriumEnergi

Pengadaan Alat Laboratorium
ra dan Biomas

dal Pengadaan Alat Laboratorium
fi

elamja modal Pengadaan Alat Laboratorium
ingkungan Perairan

elanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Biologi Peralatan

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Biologi

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Geofisika

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Tambang

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Proses/Teknik Kimia

BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumProses
Industri
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23
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23

23
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24

24

24

24
24

24

24
24

25

25
25
25

60

61
62

63

64

65

01

02

03
04

05

06

01
02
03

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Kesehatan Kerja

BelanjamodalPengadaanLaboratoriumKearsipan

Belanja modal Pengadaan Laboratorium
Hematologi & Urinalisis

Belanja modal Pengadaan Laboratorium
Hematologi & Urinalisis A

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Lainnya

Sekolah

Belanja modal Pengadaan
Indonesia

Belanja modal Pen
Matematika

Belanjamodal Pengadaan Bidang Studi: IPA Dasar
idang Studi: IPA

ngadaan Bidang Studi: IPA

engadaan Bidang Studi: IPA Atas
modal Pengadaan Bidang Studi: IPS
odal Pengadaan Bidang Studi: Agama

anja modal Pengadaan Bidang Studi:
eterampilan

Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: Kesenian
Belanjamodal Pengadaan Bidang Studi: Olahraga
Belanja modal Pengadaan Bidang Studi: PMP

Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktik
SekolahBidangPendidikan/KeterampilanLain-lain

Belanjamodal Pengadaan Unit Alat Laboratorium
Kimia Nuklir

Belanja modal Pengadaan Analytical instrument
Belanjamodal Pengadaan Instrument Probe/Sensor

Belanja modal Pengadaan General Laboratory Tool
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25

25

25

25

26

26
26

26

26
26
26

26
26
26

26

28

04

05

06

07

01
02

03

04
05
06

07
08
09

10

01

Belanjamodal PengadaanInstrumentProbe/Sensor
A

Belanja modal Pengadaan Glassware Plastic/
Utensils

Belanja modal Pengadaan Laboratory Safety
Equipment

BelanjamodalPengadaanAlatLaboratoriumFisika
Nuklir/Elektronika

Belanja modal Pengadaan Radiation Detec

Belanja modal Pengadaan Modular Counti
Scientific

Belanja modal Pengadaan Assemb
System

Belanja modal Pengadaan

Belanja modal Pengadaa
Device

Belanja mod adaan Opto Electronics

Belanja modal Pe n Accelerator

en an Reactor Expermental

dal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/
ingkungan

ja modal Pengadaan Alat Ukur Fisika
esehatan

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
Belanja modal Pengadaan Proteksi Lingkungan

Belanja modal Pengadaan Meteorological
Equipment

Belanja modal Pengadaan Sumber Radiasi

Belanja modal Pengadaan Radiation Application
and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)

Belanja modal Pengadaan Radiation Application
Equipment
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5 2 2 28 02 Belanja modal Pengadaan Non Destructive Test
(NDT) Device

5 2 2 28 03 Belanja modal Pengadaan Peralatan Umum
Kedokteran /Klinik Nuklir

28 04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Hidrologi
28 05 Dst.......

5 2 2 29 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratoriu
Lingkungan Hidup

5 2 2 29 01 Belanja modal Pengadaan Alat labora
Kualitas Air dan tanah

5 2 2 29 02 Belanja modal Pengadaan Alat Lab
Kualitas Udara

5 2 2 29 03 Belanja modal Pengadaan 4
Kebisingan dan Getara

5 2 2 29 04 Belanja modal Pen
Lingkungan

5 2 2 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Penunjang
5 2 2 29 06 Dst......
5 2 2 adaanPeralatanLaboratorium
2
2 2 odal Pengadaan Wave Generator and

anja modal Pengadaan Data Acquitition and
Analyzing System

Belanja modal Pengadaan Cavitation Tunnel
Belanja modal Pengadaan Overhead Cranes
Belanja modal Pengadaan Peralatan umum

Belanja modal Pengadaan Permesinan: Model
Ship Workshop

Belanja modal Pengadaan Permesinan: Propeller
Model Workshop

Belanja modal Pengadaan Permesinan:
Mechanical Workshop

Belanja modal Pengadaan Permesinan:
Precision Mechanical Workshop

5 2 2 30 11 Belanja modal Pengadaan Permesinan Painting
Shop
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30

30

30
30

30

31
31
31
31
31
31
31
31

35

35

12

13

14
15

16

01
02
03
04
05
06
07

01

Belanja modal Pengadaan Permesinan: Ship
Model Preparation Shop

Belanja modal Pengadaan Permesinan: Electrical
Workshop

Belanja modal Pengadaan MOB

Belanja modal Pengadaan Photo and Film
Equipment

Dst.......

Belanja modal Pengadaan Senjata Api

Belanja modal Pengadaan Senjata Geng

Belanja modal Senjata Pinggang

Belanjamodal SenjataBahu/Senjat j

Belanja modal Senapan Mesin

Belanja modal Mortir

Belanja modal Anti Lapis/Baj
Belanja modal Artileri Medan (Armed)
ara(Arhanud)

BelanjamodalArti

Belanja modal Pengadaan Amunisi
Belanja modal Pengadaan Amunisi Umum

Belanja modal Pengadaan Amunisi Darat
Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar

Belanja modal Pengadaan Laser

Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan
Perlindungan

Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
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35
35

01
01

02
03

04

01

02
03

04

05

17

Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan

Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas

Darat dan Air

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedu
Tempat Kerja

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Kantor

Belanja modal Pengadaan Bang

BelanjamodalPengadaanBa
Bengkel

Belanja modal Penga
Instalasi

Belanja modal Pe
Laboratorium

pat Pendidikan

Tempat Olahraga

nja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Pertokoan/Koperasi/Pasar

BelanjamodalPengadaanBangunan GedungUntuk

Pos Jaga

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Garasi/Pool

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Pemotongan Hewan

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Pabrik

Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun
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01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

03

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

01

01

Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang
Hewan/Ternak

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Perpustakaan

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Museum

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Terminal/Pelabuhan/Bandar

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian
Kelaikan

Belanja modal Pengadaan Bangunan Lemb
Pemasyarakatan

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Tahanan

Belanja modal Pengadaan Bangu
Krematorium

Belanjamodal Pengadaan Bangunan
Bangkai Hewan

Belanja modal Pengadaa ng Gedung
Tempat Kerja Lai

Bangunan Gedung
daan Bangunan Rumah

engadaan Bangunan Rumah
longan Il

odal Pengadaan Bangunan Rumah
Golongan Il

3elanjamodalPengadaanBangunanMess/Wisma/
Bungalow/Tempat Peristirahatan

Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama
Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel
Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel

Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah
Susun

Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara

Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara
Perambuan Penerang Pantai
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5 2 3 03 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut
Penerangan Pantai Tidak Bermenara

5 2 3 03 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara
Telekomunikasi

5 2 3 04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejara

5 2 3 04 01 Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan

5 2 3 04 02 Belanja modal Pengadaan Rumah Adat

5 2 3 04 03 Belanja modal Pengadaan Rumah Pe lan
Sejarah

5 2 3 04 04 Belanja modal Pengadaan Makam Se

2 3 04 05 Belanja modal Pengadaan
Ibadah Bersejarah

modal Pengadaan Candi Hindu
elanja modal Pengadaan Candi Budha

nja modal Pengadaan Candi Lainnya

Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan
Bersejarah

Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
lainnya

Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan

Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan

Belanjamodal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas
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10 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu

10 01 Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu
Lintas Darat

10 02 Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar

5 2 3 1 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu
Lintas Udara

11 01 Belanjamodal Pengadaan Runway/Threshold Ligh

11 02 Belanja modal Pengadaan Visual Approach S
Indicator (VASI)

11 03 Belanja modal Pengadaan Approach Li

11 04 Belanja modal Pengadaan Runway
Light (Rells)

2 3 11 05 Belanja modal Pengadaan S
11 06
11 07 Dst.......

5 2 4 01 Jalan

5 2 4 01 o01 aan Jalan Negara/Nasional
5 2 4 01 02 Pengadaan Jalan Provinsi

5 2 4 01 Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
5 2 4 dal Pengadaan Jalan Desa

5 2 4 modal Pengadaan Jalan Khusus

5 2 4 elanja modal Pengadaan Jalan Tol

5 2 Belanja modal Pengadaan Jalan Kereta

5 2 Belanjamodal Pengadaan LandasanPacuPesawat

Terbang

Belanja modal Pengadaan Jembatan

Belanja modal Pengadaan Jembatan Negara/
Nasional

Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi

Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/
Kota

5 2 4 02 04 Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa
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4 02
4 02
4 02

4 02
4 02
4 03
4 03
4 03

05
06
07

08

09
10

01
02

03

04

05

Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus
Belanjamodal PengadaanjembatanPadajalanTol

Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan
Kereta Api

BelanjamodalPengadaanjembatanPadalandasan
Pacu Pesawat Terbang

BelanjamodalPengadaanjembatanPenyeberanga

Belanja modal Pengadaan Bangun

BelanjamodalPengadaanBang
Irigasi

Belanja modal Pengadaan
Irigasi

Belanja modal Pe
Irigasi

Belanja modal Pe ngunan Pengaman
Irigasi

Belanja modalRengadaan Bangunan Pelengkap
Irigas

odal Pengadaan Bangunan Air Pasang

nja modal Pengadaan Bangunan Waduk

elanjamodalPengadaanBangunanPengambilan
Pasang Surut

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa
Pasang Surut

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang
Pasang Surut

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman
Pasang Surut

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap
Pasang Surut

Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah
Pasang Surut

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa
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05

05

05

05

05

05

05

05

06

06

06

06

06

06

07

07

01

02

03

04

05

06

07

08

01

04

05

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
Pengembang Rawa dan Poder

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Pengembalian Pasang Rawa

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa
Pasang Rawa

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang
Pasang Rawa

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Pengamanan Pasang Surut

Belanja modal Pengadaan Bangunan Peleng
Pasang Rawa

Belanja modal Pengadaan Bangunan Saw.
Pengembangan Rawa

Sungai dan Penanggulan

Belanja modal Pengadaa
Penanggulangan Sungai

odal Pengadaan Bangunan Pelengkap
anan Sungai

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
Pengembangan Sumber Air

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Pengambilan Pengembangan Sumber Air

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa
Pengembangan Sumber Air

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang
Pengembangan Sumber Air

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Pengamanan Pengembangan Sumber Air
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08
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08

08

09
09

11
11

06

07

01

02

03

04

05

06

01

03
04

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap

Pengembangan Sumber Air

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/

Baku

Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air

Baku

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Pengambilan Air Bersih/Baku

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Air Bersih

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Air Bersih/Air Baku

Belanja modal Pengadaan
Air Bersih/Air Baku

Belanja modal Pengadaan

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air

gunan Air Kotor
angunan Pembawa

gadaan Bangunan Waduk Air

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar

Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum

Bersih
Belanja modal Pengadaan Air Muka Tanah

Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air

Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam

Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal
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2 4 1
2 4 1
2 4 12
2 4 12
2 4 12
2 4 12
2 4 12
2 4 13
2 4 13
2 4 13

2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2

2 4 15
2 4 15
2 4 15

05

06

01
02

03

04

01

02

07

08

09

Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku
Lainnya

Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan
Industri

Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan
Pertanian

Sampah Non-organik

Belanja modal Pengadaan Instalas
Sampah Organik

Belanja modal Pengadaa
Sampah Non-organik

i Pengolahan

Instalasi Pengolahan

enaga Diesel

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik
Tenaga Mikro (Hidro)

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik
Tenaga Angin (PLTAN)

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU)

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik
Tenaga Nuklir (PLTN)

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik
Tenaga Gas (PLTG)

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS)
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4 16

4 18

8]
N

10

11

12

01

02

03

04

01

02

01

02

01
02

03

04

05

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik
Tenaga Biogas (PLTB)

Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit
Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudra
(PLTSm)

Induk

Belanja modal Pengadaan Instalasi
Distribusi

Belanjamodal PengadaanIns
Listrik

Belanja modal Pengadaan Ipstalasi Pertahanan

Belanjamodal Pengadaan Ipstalasi Pertahanan Di
Darat

engadaan Instalasi Gas
Pengadaan Instalasi Gardu Gas

odal Pengadaan Instalasi Jaringan

Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman

Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman
Penangkal Petir

Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum
Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa
Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk
Distribusi

Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang
Distribusi

Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan
Ke rumah
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4 21
2 4 21
4 21
2 4 22
2 4 22
2 4 22
2 4 22
2 4 23
2 4 23
2 4 23
2 4 23
2 4 23
2 4 23
2 5
2 5 01
2 5 01
2 5 01
2 5
2 5
2
2

01
02

01

02

03

01

02

03
04
05

01

Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi
Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi

Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon

Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di
atas Tanah

Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di
bawah Tanah

Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepo
dalam Air

Belanja modal Pengadaan Jaringa

Belanja modal Pengadaan Jaripga
Transmisi

Belanja modal Pengadaa
Distribusi

Belanja modal Pengadaa ing ipa Dinas
Belanja modal

ap Lainnya

engadaan Buku

dal Pengadaan Umum

odal Pengadaan Filsafat
modal Pengadaan Agama
elanja modal Pengadaan IImu Sosial
Belanja modal Pengadaan Iimu Bahasa

Belanja modal Pengadaan Matematika &
Pengetahuan alam

Belanja modal Pengadaan llmu Pengetahuan
Praktis

Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian,
Olahraga

Belanja modal Pengadaan Buku Geografi,
Biografi, Sejarah

Belanja modal Pengadaan Terbitan
Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala
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02
02

03

03
03
03
03

03

03

03
03

03

03
03

05

05
05
05
05

02
03

01
02
03
04

05

06

07
08

09

10
11

01
02
03
04

Belanja modal Pengadaan Buku Laporan

Belanja modal Pengadaan Barang-Barang
Perpustakaan

Belanja modal Pengadaan Peta
Belanja modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)
Belanja modal Pengadaan Musik

Belanja modal Pengadaan Karya Grafika
(Graphic Material)

Belanja modal Pengadaan Three Di
Artefacts and Realita

Belanja modal Pengadaan Ben
(Microform)

Belanja modal Pengadaan

Belanja modal Peng
(Computer Files)

Belanja modal Pe
Rekaman Video

Belanja

odal' Pengadaan Barang Bercorak

modal Pengadaan Pahatan

modal Pengadaan Lukisan

nja modal Pengadaan Alat Kesenian
elanja modal Pengadaan Alat Olahraga
Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan

Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto
Dokumen

Belanja modal Pengadaan Benda-benda
Bersejarah

Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan

Belanja modal Pengadaan Alat Olahraga
Lainnya

Belanja modal Pengadaan Senam

Belanja modal Pengadaan Alat Olahraga Air
Belanja modal Pengadaan Alat Olahraga Udara

Belanja modal Pengadaan Alat Olahraga
Lainnya
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2 5 05
2 5 06
2 5 06
2 5 06
2 5 06
2 5 06
2 5 06
2 06
2 5 06
2 5 07
2 5 07
2 5 07
2 5 07
2 5 07
2 5 07

2 5
3

3 1
3 1

05

01
02
03
04
05

06
07

01
02

03
04
05

Belanja modal Pengadaan Hewan

Belanja modal Pengadaan Binatang Ternak
Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas
Belanja modal Pengadaan Binatang Melata
Belanja modal Pengadaan Binatang lkan
Belanja modal Pengadaan Hewan Kebun

Binatang

man
Belanja modal Pengadaan Tanam ' g
Belanja modal Pengadaan T :
Holtikultura
Belanja modal Pengadaan Tanaman Kehutanan
Belanja modal Pengadaan fana Hias
Belanja modal Pefigadaan n Obat dan

Kosmetika

Belanja modal Pengadaan Hewan Pengal

Belanja modal Pengadaan Tanama

ja Tak Terduga
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BAB X

BAGAN AKUN TRANSF

e

Transfer ad geluaran uang dari suatu entitas pelaporan pada
en lapo ain dalam pemerintah daerah.

dalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk
a perimbangan dan dana bagi hasil.
ransfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan
lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah
pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke
entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh
pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah
serta bantuan keuangan.
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B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN
TRANSFER

Klasifikasi akun transfer sebagai berikut:

Kode Akun Nama Akun
6.0.0.00.00 Transfer

6.1.0.00.00 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

6.1.1.00.00 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

6.1.2.00.00 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

6.2.0.00.00 Transfer Bantuan Keuangan Q

6.2.1.00.00 Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lai

6.2.2.00.00 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.3.00.00 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6.2.4.00.00 Transfer Dana Otonomi Khusus

Pengertian lengkap akun transfer adalah sebagai beFrikut.

Kodifikasi Uraian Akun

6 Transfer

61 Transfer bagi hasil pendap

Merupakan dana yan i pada pemerintah daerah
berdasarkanangkaperse untukmendanaikebutuhan
pemerintahdaer, i
daerah yang

611

612

ana yang diberikan kepada pemerintah daerah
peraturan perundangan lainnya.

bantuan keuangan

upakandanayangdiberikankepadapemerintahdaerahlainnya
yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan
keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus
termasuk bantuan keuangan kepada partai politik.

1 Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya
Akun yang digunakan untuk pemberian bantuan keuangan dari
pemerintahdaerahyangbersangkutankepadapemerintahdaerah

lainnya yang mencakup antara lain bantuan keuangan kepada
propinsi dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.
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622 Transfer bantuan keuangan ke desa

Akun yang digunakan untuk pemberian bantuan keuangan dari
pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah desa.

623 Transfer bantuan keuangan lainnya

Bantuan keuangan yang diberikan di luar entitas pelaporan/
pemerintahan seperti bantuan keuangan kepada partai politik.

C. KODE BAGAN AKUN STANDAR (BAS) TRANSFE
SESUAI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 201

Berikut ini kode dan uraian akun Transfer yang leng
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pa

ndar

Kode Akun U n Aku
6 TRANSFER

6 1 TRANSF | HASIL PENDAPATAN

ajak Daerah

Hioooe
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota .........

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
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01
01
01

02
02
02

01
01
01

01
01
01

01
02

01
02

01
02

01

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah
Lainnya

Bantuan Keuangan ke Provinsi

Bantuan Keuangan ke Provinsi ..........

Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

Transfer Bantuan gan La

artai Politik
a Partai Politik ........

sfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
nsfer Dana Otsus Kabupaten/Kota ..........
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BAB XI

BAGAN AKUN PEMBIAY

erimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari:

isa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA).
Pencairan dana cadangan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penerimaan pinjaman daerah.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Penerimaan piutang daerah.

3.
4.
5.
6.

169



Pengeluaran pembiayaan antara lain Akun yang digunakan untuk:

1. Pembentukan dana cadangan.

2. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah.
3. Pembayaran pokok utang, dan

4. Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan Neto adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan
dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI
PEMBIAYAAN

Klasifikasi akun pembiayaan adalah sebagai
Kode Akun Nama Ak

7.0.0.00.00 Pembiayaan

7.1.0.00.00 Penerimaan Pembiayaa

7.1.1.00.00 Penggunaan SILPA

7.1.2.00.00 Pencairan Dana,cadang

7.1.3.00.00 i j an Daerah yang dipisahkan

7.1.4.00.00

7.1.5.00.00

7.1.6.00.00 ali Investasi Non-Permanen Lainnya
7.1.7.00.00

7.1.8.00.00 tang Jangka Panjang Lainnya
7.2.0.00.00 2engeluaran Pembiayaan

7.2.1.00 pentukan Dana Cadangan

enyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Investasi Non-Permanen Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

.00.00

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

Pengertian klasifikasi akun pembiayaan sebagaimana tercantum
dalam tabel tersebut adalah sebagai berikut.
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1. Akun Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum
daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit. Akun penerimaan
pembiayaan bagi pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai berikut.

Kodifikasi Uraian Akun
7 Pembiayaan
71 Penerimaan pembiayaan

Akunyangdigunakan untuk mencatat penerimaan pe
yang dimaksudkan untuk menutup defisit.

711 Penggunaan SILPA

Akun yang digunakan untuk mencatat pe
tahun sebelumnya.

712 Pencairan dana cadangan

Akun yang digunakan untuk m set dana
cadangan yang digunakan pad j

713

714

cakup pinjaman dari pemerintah pusat,
: nk _pinjaman dari Iembaga keuangan bukan

715 aan kembali piutang

ang digunakan untuk mencatat penerimaan kembali
ang yang mencakup piutang kepada perusahaan negara,
piutangkepadaperusahaandaerah, piutangkepadapemerintah
daerah lainnya.

Penerimaan kembali investasi dana bergulir

Akun Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas
umum negara/daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus
anggaran.
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Akun pengeluaran pembiayaan pemerintah diklasifikasikan sebagai
berikut.

Kodifikasi Uraian Akun
7 Pembiayaan

72 Pengeluaran pembiayaan

Akun yang digunakan untuk mencatat alokasi pengeluaran
pembiayaan untuk memanfaatkan surplus anggaran.

721 Pembentukan dana cadangan

Akun yang digunakan untuk mencatat pembentukan dana
cadangan untuk menampung kebutuhan yang memerluka
yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam sat
anggaran.

722 Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah

Akun yang digunakan untuk mencatat peny
pemerintah daerah yang mencakup peny
BUMN, BUMD dan perusahaan swasta
permanen.

non-

723 Pembayaran pokok pinjaman dalam ne

Akun yang digunakan untuk
pinjaman dalam negeri yan
pokokpinjamankepadape

antara lain: pembayaran
pemerintahdaerahlain,

724

ncatatpemberianpinjamandaerah
in pemberian pinjaman daerah kepada

nsi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kode Akun Uraian Akun
7 PEMBIAYAAN

7 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
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01
01

01
01
01

01
01

01

01

04

01

01
02

01

02

03

Penggunaan SILPA

Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
Penggunaan SILPA tahun sebelumnya

Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekay ; Dipisahkan

hyangDipisahkan

ekayaan daerah yang dipisahkan
n milik swasta

jaman Dalam Negeri
injaman Dalam Negeri dari Bank

Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ............

Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan
Bukan Bank

Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan
Bukan Bank

Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah

Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah

Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
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04

05

05

06

06

01

01

02

02

03

01

01

01

01

Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat

Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi
Lainnya

Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi
Lainnya

PinjamanDalamNegeridariPemerintahKabupaten/
Kota

PinjamanDalamNegeridariPemerintahKabupa
Kota

Penerimaan Kembali Piutang

Penerimaan Kembali Piutan
Negara

Penerimaan Kembali Piut kepadalPerusahaan
Negara

Penerimaan Kembali Riutang kepada Perusahaan
Daerah

Peneri bali Riutang kepada Perusahaan

bali Piutang kepada Pemerintah

n Kembali Piutang kepada Pemerintah

enerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah
Daerah Lainnya

Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah
Daerah Lainnya

Penerimaan Kembali Piutang Lainnya

Penerimaan Kembali Piutang Lainnya

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen
Lainnya
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7 1 6 01 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek

Pembangunan
7 1 6 01 01 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek
Pembangunan
1 6 02 Penarikan Dana Bergulir

1 6 02 01 Penarikan Dana Bergulir

1 6 03 Pencairan Deposito Jangka Panjang
1 6 03 01 Pencairan Deposito Jangka Panjang

7 1 6 04 Penerimaan Kembali Investasi D
Lainnya

7 1 6 04 01 Penerimaan Kembali Investa

Lainnya
7 1 7 Pinjaman Luar Neg
7 1 7 01 Pinjama Negeri
1 7 01 01 Pinja Lu eri

g Jangka Panjang Lainnya

an Utang Jangka Panjang Lainnya

imaan Utang Jangka Panjang Lainnya

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal pada BUMN
2 2 01 01 Penyertaan Modal pada BUMN
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02
02

03
03

01
01

02

02

03
03

04

04

01

01

01

01

01

Penyertaan Modal pada BUMD
Penyertaan Modal pada BUMD

Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta

Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman kepad
Keuangan Bukan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman
Keuangan Bukan Bank

Pelunasan Obligasi Daera

ainnya

yaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah
ovinsi Lainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan
Negara

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan
Negara
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02

02

03

03

04

04

01
01

02
02

01
01

01

01

01

01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan

Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan

Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah

Pusat

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemegi
Pusat

Pemberian Pinjaman Daerah kepad

Daerah Lainnya
Pemberian Pinjaman Daerahfkepada
Daerah Lainnya

Pengeluaran Invest

entukan Deposito Jangka Panjang

bentukan Deposito Jangka Panjang

h

tah
tah

Non-Petmanen Lainnya

royekPembangunan

stasidalamProyekPembangunan

Pembentukan Investasi Non-Permanen Lainnya

Pembentukan Investasi Non-Permanen Lainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
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BAB XII

BAGAN AKUN

PENDAPATAN LAPOR 0
OPERASIONAL (LO

dalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dibayar kembali.

LASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI
PENDAPATAN LO

Klasifikasi akun pendapatan LO adalah sebagai berikut.
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Kode Akun
8.0.0.00.00
8.1.0.00.00
8.1.1.00.00
8.1.2.00.00
8.1.3.00.00
8.1.4.00.00
8.2.0.00.00
8.2.1.00.00
8.2.2.00.00
8.2.3.00.00
8.2.4.00.00
8.3.0.00.00
8.3.1.00.00
8.3.2.00.00
8.3.3.00.00
8.4.0.00.00
8.4.1.00.00
8.4.2.00.00
8.4.3.00.00
8.5.0.00.00
8.5.1.00.00

Pengertian klasifikasi
tercantum dalam tabe

Kodifikasi
8
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Nama Akun
Pendapatan-LO
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
Pendapatan Pajak Daerah - LO
Pendapatan Retribusi Daerah-LO
PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerahyangdipisahkan-LO

Lain-lain PAD yang sah-LO
Pendapatan Transfer-LO | 1

g-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO
Bantuan Keuangan-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO
Pendapatan Hibah-LO
Dana Darurat-LO
Pendapatan Lainnya-LO

Surplus Non Operasional-LO
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
Surplus Penyelesaian Kewaji ngka
Surplus

Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Bi

pendapatan-LO sebagaimana
ik

Uraian Akun

un yang digunakan untuk mencatat pendapatan pajak daerah,
antara lain: pajak kendaraan bermotor, beabalik namakendaraan
bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air
permukaan dan pajak rokok untuk pendapatan pajak provinsi dan
pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang
burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan
batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak-pajak daerah
lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
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819

821

822

83

Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Akunyangdigunakanuntukmencatatretribusidaerah, antaralain:
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usahadan Retribusi Perizinan
Tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PendapatanHasilPengelolaanKekayaanDaerahYangDipisahkan-
LO

Akunyangdigunakan untuk mencatathasil pengelolaan kekayaa
daerah yang dipisahkan, antara lain: bagian laba atas penyert
modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal p
BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada peru
patungan/milik swasta.

Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Akun yang digunakan untuk mencatat lain-lai sah,
antara lain: penerimaan jasa giro, pendapa ito,
tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potc : nilai

pekerjaan, pendapatan denda paja
pendapatan hasil eksekusi atas ja
pengembalian, fasilitas sosial da
dari penyelenggaraan pendidikan han, pendapatan

n zakat, hasil dari

ncatat pendapatan transfer dari
pantaralain:bagihasil pajak, bagi

erintah pusat — lainnya

an untuk mencatat pendapatan transfer
ainnya, antara lain: dana otonomi khusus dana
an dana darurat.

erintah pusatlainnya, antaralain: pendapatan bagi hasil pajak
an pendapatan bagi hasil lainnya.

Bantuan keuangan

Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan bantuan
keuangan dari pemerintah daerah lainnya baik bantuan keuangan
yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lainyangtidak termasuk dalam
kategori pendapatan sebelumnya.
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831 Pendapatan hibah

Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara
lain: pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pendapatan hibah
dari pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah dari badan/
lembaga/organisasiswastadalamnegeridanpendapatanhibahdari
kelompok masyarakat/perorangan.

832 Pendapatan lainnya

Akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan lainnya selain
pendapatan hibah.

84 Pendapatan non-operasional-LO

Pendapatan non-operasional mencakup antara lain surpl
penjualan aset nonlancar, surplus penyelesaian kewajib
jangka panjang, surplus dari kegiatan non-operasiog i

85 Pos luar biasa

Pos luar biasa Akun yang digunakan untuk m
yangterjadikarenakejadian atau transaksi
operasi biasa, tidak sering atau rutin terj
kendali atau pengaruh entitas bersangk

C. KODE BAS PENDAPATAN-LO S PERMENDAGRI
NOMOR 64 TAHUN 2

Berikut ini adalah kode
sesuai dengan Permen
Standar Akuntansi P

n Pendapatan-LO yang lengkap
Tahun 2013 tentang Penerapan
asis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Uraian Akun
ENDAPATAN - LO

Kode Ak

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO

1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
1 1 01 01 PKB-Mobil Penumpang - Sedan - LO
1 1 01 02 PKB-Mobil Penumpang - Jeep - LO
8 1 1 01 03 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
1 1 01 04 PKB - Mobil Bus - Mikrobus - LO
8 1 1 01 05 PKB - Mobil Bus - Bus - LO
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01
01
01
01
01
01

01

02

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05

06
07
08
09
10
11

12

01
02
03
04
05
06
07

01

PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up - LO

PKB - Mobil Barang/Beban - Light Truck - LO

PKB - Mobil Barang/Beban - Truck - LO

PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO

PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di

Air - LO

Bea Balik Nama Kendaraan Bermot
LO

BBNKB -Mobil Penumpang -
BBNKB -Mobil Penumpang
BBNKB -Mobil Penum

arang/Beban - Truck - LO

Pajak Bahan Bakar Premium - LO
Pajak Bahan Bakar Pertamax - LO
Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LO
Pajak Bahan Bakar Solar - LO

Pajak Bahan Bakar Gas - LO

Pajak Air Permukaan - LO
Pajak Air Permukaan - LO

Pajak Rokok - LO
Pajak Rokok - LO

Bagan Akun Pendapatan Laporan Operasional (Lo)

B) -

n - Light Truck - LO

ajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO

183



e & & & & X X® 0 & &>

e & & X & & & o &

e & & & & &

184

S P VNS G Gy

T U G S (T U G (U oy

S ey

T QPG U QT G O G gy

S S YU G Y

06
06
06
06
06
06
06
06
06

06

07
07
07
07
07
07
07
07
07

01
02
03
04
05
06
07
08

09

01
02
03
04
05
06
07
08

11

Pajak Hotel - LO
Hotel - LO

Motel - LO

Losmen - LO

Gubuk Pariwisata - LO
Wisma Pariwisata - LO
Pesanggrahan - LO

Rumah Penginapan dan sejenisnya - LO
Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih d
(sepuluh) - LO

Pajak Restoran - LO
Restoran - LO
Rumah Makan - LO
Kafetaria - LO
Kantin - LO
Warung - L

n Film/Bioskop - LO
agelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO
ontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LO
Pameran - LO
Diskotek, Karaoke,KlabMalamdansejenisnya-LO
Sirkus/Akrobat/Sulap - LO
Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO

Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan
Ketangkasan - LO

Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat
Kebugaran (fitness center) - LO

Pertandingan Olahraga - LO
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1 1 09 Pajak Reklame - LO

09 01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/
Megatron - LO

<o

8 1 1 09 02 PajakReklame Kain-LO

8 1 1 09 03 PajakReklame Melekat/Stiker - LO

8 1 1 09 04 Pajak Reklame Selebaran -LO

8 1 1 09 05 Pajak Reklame Berjalan -LO

8 1 1 09 06 PajakReklame Udara-LO

8 1 1 09 07 Pajak Reklame Apung-LO

8 1 1 09 08 PajakReklame Suara-LO

8 1 1 09 09 PajakReklame Film/Slide - LO

8 1 1 09 10 Pajak Reklame Peragaan -L

8 1 1 09 11 Dst.....
1 1 10 Pajak Penerangan -LO

8 1 1 10 01 Pajak Penerangan Jalan dihgsilkan sendiri - LO
1 1 Pajak Penerangan sumber lain - LO

Pajak Parkir

ajak Sarang Burung Walet - LO
Pajak Sarang Burung Walet - LO

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
Asbes - LO

02 Batu Tulis - LO

03 Batu setengah permata - LO

04 Batu Kapur - LO

05 Batu Apung - LO

06 Batu Permata - LO

07 Bentonit - LO

08 Dolomit - LO

09 Feldspar - LO

i i G uir G S
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14 10 Garam Batu (Halite) - LO
14 11 Grafit- LO

14 12 Granit/Andesit - LO

14 13 Gips-LO

14 14 Kalsit-LO

14 15 Kaolin-LO

14 16 Leusit-LO

14 17 Magnesit - LO

14 18 Mika-LO

14 19 Marmer-LO
14 20 Nitrat - LO

14 21 Opsidien - LO
14 22 Oker-LO

14 23 Pasir dan kerikil - LO
14 24 Pasir Kuarsa - LO

14 25 Perlit-LO
14 26 Phospat-LO
14 27 Talk-LO
Tanah Serap/(Full h) - LO

g S S S S W P Y

asal - LO
rakit - LO

Mineral bukan logam dan lainnya - LO

C 0 &® ® & & ® O 0 X XX X XXX XXX XX
e I S S S N S R T T T T T e S S O et W W it W W i W'y

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan - LO

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan - LO

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) - LO

8 1 1 16 01 BPHTB - Pemindahan Hak - LO
1 1 16 02 BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO
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01
01
01
01
01
01
01

02
02

02

02

03

05

01
02
03
04
05
06

01

02

03

Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO
Puskesmas keliling - LO
Puskesmas pembantu - LO

Balai Pengobatan - LO

Rumah Sakit Umum Daerah - LO

Tempat pelayanan kesehatan lainnya

n Akta Catatan Sipil - LO
da Penduduk - LO

u Keterangan Bertempat Tinggal - LO
rtu Identitas Kerja - LO

Kartu Penduduk Sementara - LO

Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO
Kartu Keluarga - LO

Akta Catatan Sipil - LO

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan

Mayat - LO

Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO

Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/

Pengabuan Mayat - LO

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -

LO

Bagan Akun Pendapatan Laporan Operasional (Lo)
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8 1 2 06
8 1 2 06
8 1 2 06
8 1 2 06
8 1 2 07
8 1 2 07
8 1 2 07
8 1 2 07
8 1 2 07
8 1 2 07
8 1 2 07
8 1 2 07
8 07

1
1
1
1
1

N NN NN
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01

01
02
03

01
02
03
04
05
06
07

08
09

10

03
04

Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
-LO

Retribusi Pelayanan Pasar - LO
Pelataran - LO

Los - LO

Kios - LO

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - A
Retribusi PKB - Mobil Bus - Mikro

Kendaraan Bermotor yang
Air - LO

usi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran -
O

Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat
Pemadam Kebakaran - LO

Alat Penanggulangan Kebakaran - LO

Alat Penyelamatan Jiwa - LO

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO
Penyediaan Peta Foto - LO

Penyediaan Peta Digital - LO

Penyediaan Peta Tematik - LO
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10

10

11
11
11
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12
12

12

13

13

13

14

05

01

01
02
03

01

02

01
02

Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

-LO

Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO

Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
Rumah Tangga - LO
Perkantoran - LO
Industri - LO

Retribusi Pelayanan Tera/Ter,

Pengujian Alat-alat ukur, ta
perlengkapannya - LO

Pengujian dalam k

Retribusi Pelayana
Pelayana nyelen
Pelati e -LO

etribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO
Laboratorium - LO

Ruangan -LO

Kendaraan Bermotor - LO

Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan -

Pendidikan - LO

dalian Menara Telekomunikasi -

atan ruang untuk menara telekomunikasi

LO

Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis

Barang - LO

Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO

Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO

Bagan Akun Pendapatan Laporan Operasional (Lo)
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17
17
17
17
17
17

18
18

18
18

19
19

20

01
02
03
04
05

01

02
03

01

01

Retribusi Tempat Pelelangan - LO
Pelelangan lkan - LO

pelelangan Ternak - LO
Pelelangan Hasil Bumi - LO
Pelelangan Hasil Hutan - LO

Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang
disediakan di Tempat Pelelangan - LO

Retribusi Terminal - LO

Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untu
Kendaraan Penumpang dan Bis Umum -

Tempat Kegiatan Usaha - LO

Fasilitas Lainnya di Lingkungan Te

Retribusi Tempat Khusus P,
Pelayanan Tempat Khus

Retribusi Tempa inapa
-LO

PelayananTempat

ggrahan/Villa

pan/Pesanggrahan/Vila

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO

Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO
Pelayanan Tempat Rekreasi - LO
Pelayanan Tempat Pariwisata - LO

Pelayanan Tempat olahraga - LO

Retribusi Penyeberangan Air - LO
Pelayanan Penyeberangan Orang - LO
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25
25

26
26

27

27

28
28

28

32

02

01

01

01

01

02

01

Pelayanan Penyeberangan Barang - LO

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO

Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan - LO

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minu
Beralkohol - LO

PemberianIzinuntuk TempatPenju
Beralkohol - LO

Retribusi Izin Ganggua

Pemberianlzin Gan
kepada Orang Pri

Pemberianlzin Ga
kepada Badan - L

Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan -
LO

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
Penggunaan ruas jalan tertentu - LO
Penggunaan koridor tertentu -LO

Penggunaankawasantertentu padawaktutertentu
olehkendaraanbermotorperseorangandanbarang
-LO

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO

Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi
Kerja Tenaga Kerja Asing - LO
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4
4
4
4

01

01

01

01

02

02

02

03

03

01

02

01

02

03

01

02

05

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - LO

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda
(deviden) atas penyertaan modal padaPerusahaan
Milik Daerah/BUMD - LO

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda
(deviden) atas penyertaan modal padaPerusahaan
Daerah - LO

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemd
(deviden) atas penyertaan modal pada B
.............. -LO

Bagian Laba yang dibagika
(deviden) atas penyertaan alpada
Milik Pemerintah/BUMN/=LO

Bagian Laba yang dibagi kep Pemda
aBUMN-LO

ng dibagikan kepada Pemda
aspenyertaan modal padaPerusahaan

Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak
Dipisahkan - LO

Hasil Penjualan Tanah - LO

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO

Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
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02 01 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO

03 Penerimaan Jasa Giro - LO

03 01 Jasa Giro Kas Daerah - LO

03 02 Jasa Giro Kas Bendahara - LO
03 03 Jasa Giro Dana Cadangan - LO
03 04 Dst..............

04 Pendapatan Bunga - LO

04 01 Pendapatan Bunga Deposito .......
04 02 Pendapatan Bunga Dana Bergulir
04 03 Dst..............

05 Tuntutan Ganti Kerugi

05 01 Tuntutan Ganti Kefugian Da rhadap
Bendahara - LO

Tuntutan Ganti Kerugian rah Terhadap
dahara - LO

05

06 i an Selisih Nilai Tukar Rupiah -
06 i misi dari Penempatan Kas Daerah

aan Potongan dari .............. -LO

rimaanKeuntunganSelisihNilaiTukarRupiah
[, -LO

PendapatanDendaatasKeterlambatanPelaksanaan
Pekerjaan - LO

PendapatanDendaatasKeterlambatanPelaksanaan
Pekerjaan - LO

Pendapatan Denda Pajak - LO
PendapatanDendaPajakKendaraanBermotor-LO

Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor - LO
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03

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14

15

10

Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor - LO

Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO
Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - L
Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO

Pendapatan Denda Pajak Sarang Buj
LO

Pendapatan Denda Pajak Minggal
dan Batuan - LO

Pendapatan Denda Pajal

endapatan Denda Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum - LO

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-LO

Pendapatan DendaRetribusiPengujianKendaraan
Bermotor - LO

Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran - LO

Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Peta - LO

Pendapatan DendaRetribusiPenyediaandan/atau
Penyedotan Kakus - LO

Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah



8 1 4 09
8 1 4 09

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

32

Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah
Cair - LO

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang - LO

PendapatanDendaRetribusiPelayananPendidikan
-LO

PendapatanDendaRetribusiPengendalianMenara
Telekomunikasi - LO

PendapatanDendaRetribusiPemakaianKekagaa
Daerah - LO

PendapatanDendaRetribusiPasarGr atau
Pertokoan - LO

Pendapatan Denda Retribusi Temp
LO

Pendapatan Denda Retribu

Pendapatan Dend
Pesanggrahan/ Vil

RumahPotongHewan

Retribusi Pelayanan

ndapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah - LO

Pendapatan Denda Retribusi I1zin Mendirikan
Bangunan - LO

PendapatanDendaRetribusilzin TempatPenjualan
Minuman Beralkohol - LO

Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO
Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO
Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO

Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas - LO

Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO

Pendapatan DendaPemanfaatan Aset Daerah-LO
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1 4 10
1 4 10
1 4 10
1 4 10
1 4 11
1 4 11
1 4 11
1 4 12
1 4 12
1 4 12
1 4 12
1 4 13
1 4 13
1 4 13
1 4 13
1 4 13

01
02

03
04

01
02

01

02

03

01

03

Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO

Pendapatan Denda Kerja sama Pemanfaatan Aset
Daerah - LO

Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO
Pendapatan Denda Bangun Serahguna - LO

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pe, :
Pengadaan Barang/Jasa - LO

Hasil Eksekusi Atas Jaminan Pembongkaran
Reklame - LO

Dst

Pendapatan dari gemb

balianPajak Penghasilan

Dari Pengembalian Kelebihan
n Perjalanan Dinas - LO

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO
Fasilitas Sosial - LO

Fasilitas Umum - LO

Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat
-LO

Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO
Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO
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16
16
16
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17
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17

17

18
18

18

01
02
03
04

01

02

03

01

PendapatandariPenyelenggaraanPendidikandan
Pelatihan - LO

Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan PenjualangL

Angsuran/CicilanPenjualanRumah Dinas

Golongan Il - LO

Angsuran/Cicilan Penjualan Kend

Perorangan Dinas - LO

Hasil dari Pemanfa k rah - LO
Hasil dari Pemanfaatan Kekaya aerah Sewa -
LO

Hasil dari Pemanfa

yaan Daerah Kerja

Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
Pendapatan Hibah BLUD - LO

Pendapatan Hasil Kerja sama BLUD - LO

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO

PENDAPATAN TRANSFER - LO
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1
1
1
1
1
1

01
01

01

01

01

01

02
02

01

02

03

04

05

01

02
03
04
05
06

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Bagi Hasil Pajak - LO

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Pertambangan - LO

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perkebunan - LO

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sekto
Perhutanan - LO

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) P
dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Negeri dan PPh Pasal 21 - LO

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Bagi Hasil Bukan Pajak/S -LO
Bagi Hasil dari luran Hak Hutan-LO
Hutan - LO

agi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
Dana Alokasi Umum - LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO

DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO

DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO
DAK Bidang Keluarga Berencana - LO
DAK Bidang Kehutanan - LO
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04

04
04
04
04
04
04
04

04
04
04

04
04
04

07

08
09
10
11
12
13
14

15
16
17

18
19

DAKBidangPerumahandanKawasanPermukiman
-LO

DAK Bidang Kesehatan - LO

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO
DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO
DAK Bidang Perdagangan - LO

DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daera
Tertinggal (SPDT) - LO

DAK Bidang Pertanian - LO
DAK Bidang Energi Perdesaa

DAK Bidang Sarana dan Pra
Perbatasan - LO

DAK Bidang Pendidi
DAK Bidang Kesel

L
tan Tr asi Darat-LO

Khusus - LO
tonomi Khusus - LO
mbahan Infrastruktur- LO

ana Keistimewaan - LO**

Dana Keistimewaan - LO

Dana Penyesuaian - LO

Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO
Dana Insentif Daerah - LO

DanaProyekPemerintahDaerahdanDesentralisasi
Provinsi - LO

Bantuan Operasional Sekolah - LO***
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8 2 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

-LO

3 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8 2 3 01 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak..... - LO
8 @1 | @2 |[DHEE ceoocoososcososcos
8 2 3 02 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO
8 2 3 02 01 Pendapatan Bagi hasil Lainnya....-LO
8 2 3 02 02 Dst.eeeeennnnnne..
8 2 3 03 Pendapatan Dana Otonomi Khusus-
8 2 3 03 01 Pendapatan Dana Otonomi Khus

8 2 4 Bantuan Keuangan - LO

8 2 4 01 Bantuan Keuangan dari P ri Daerah
Provinsi Lainny.

i Pemerintah Daerah

...................... -LO

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
- LRA

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
............................ - LRA

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
-LO

8 3 1 Pendapatan Hibah - LO
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1 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8 3 1 01 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO

8 3 1 02 PendapatanHibahdariPemerintahDaerahLainnya
-LO

8 3 1 02 01 PendapatanHibahdariPemerintahDaerahLainnya
-LO

8 3 1 03 PendapatanHibahdariBadan/Lembaga/Or;
Swasta dalam Negeri - LO

8 3 1 03 01 PendapatanHibahdariBadan/Lembag isasi
Swasta dalam Negeri.... - LO

8 3 1 04 Pendapatan Hibah d nasyarakat/
perorangan - LO

8 3 1 04 01 PendapatanHibah
8 3 1 04 02 PendapatanHibahdasi ok perorangan-LO

ok masyarakat-LO

8 3 2 Dana rur O

o]
w
N

01 O

Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO

(o]
w
N

ndapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya - LO

SURPLUS NON OPERASIONAL - LO

Surplus Penjualan Aset Non-Lancar - LO

Surplus Penjualan Aset Non-Lancar - LO

Surplus Penjualan Aset Tanah - LO

8 4 1

01 02 Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
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4 1 01
4 1 01
4 1 01
4 1 01
4 1 01
4 2
4 01
4 2 01
4 2 01
4 2 01
4 2 01
4 2 01
4 2
4 2
4 2
4 3
4 3

1 01
1 01

03
04

05
06
07

01

02

03

04
05

01

SurplusPenjualanAsetGedungdanBangunan-LO

Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap
Lainnya - LO

Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO

Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO

Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri'$
Perbankan - LO

Surplus Penyelesaian Utang Dari
Keuangan Bukan Bank - LO

Surplus Penyelesaian Utan
Obligasi - LO
SurplusPenyelesaian UtangPemerintah Pusat-LO

SurplusPenyelesajan Utan tah Provinsi -

LO

Surplus Pen i tang Pemerintah
Kabupaten/

urplusdari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -
LO

Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO

PENDAPATAN LUAR BIASA - LO

Pendapatan Luar Biasa - LO

Pendapatan Pos Luar Biasa - LO

Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
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BAGAN AKUN BEBAN

unan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
onsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Menurut SAP, beban
asifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. klasifikasi ekonomi pada
prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.
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B. KLASIFIKASI DAN PENGERTIAN KLASIFIKASI AKUN
PENDAPATAN LO

Klasifikasi akun beban sebagaimana tercantum dalam tabel Permendagri
Nomor 64 tahun 2013 adalah sebagai berikut.

1. Akun Beban Operasi-LO

Klasifikasi Akun Beban Operasi-LO adalah:

Kode Akun Nama Akun
9.0.0.00.00 Beban

9.1.0.00.00 Beban Operasi-LO

9.1.1.00.00 Beban Pegawai-LO

9.1.2.00.00 Baban Barang dan Jasa

9.1.3.00.00 Beban Bunga
9.1.4.00.00 Beban Subsidi
9.1.5.00.00 Beban Hibah
9.1.6.00.00 Beban Bantuan Sosial
9.1.7.00.00 Beban Penyusutan dan A si
9.1.8.00.00 Beban Penyisihan Piutan

9.1.9.00.00 Beban Lain-lain

Pengertian dari klasifi ban Operasi-LO adalah
Kodifikasi Uraian Akun

9

91 an opera

an beban berupapengeluaran untuk kegiatan sehari-hari
rah yang memberi manfaat jangka pendek.

911

an yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik
entuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada
wai pemerintah daerah dalam maupun luar negeri baik
pada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. beban
pegawai mencakup beban gaji dan tunjangan, beban tambahan
penghasilanPNS, bebanpenerimaanlainnyapimpinandananggota
DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah,
honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur dan beban
pegawai BLUD (dari APBD).
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912

913

914

915

Beban barang

Akun beban barang dicatat untuk menampung pembelian barang
danjasayanghabispakaiuntukmemproduksibarangdanjasayang
dipasarkanmaupunyangtidakdipasarkansertapengadaanbarang
yangdimaksudkanuntukdiserahkanataudijualkepadamasyarakat
termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non-pegawai
dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu
prestasi.

Beban barang mencakup beban persediaan, beban jasa, beb
pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, beban beasis
pendidikanPNS,bebankursus, pelatihan, sosialisasidanbim
teknis PNS, termasuk pembayaran honorarium kegia
non-pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan t
dengan suatu prestasi.

Beban bunga

Akun beban bunga digunakan untuk aloka
pemerintah daerah untuk pembayaran
dilakukan atas kewajiban penggun
outstanding)termasuk beban pemb
denganpinjamandanhibahpemer
daerah seperti biaya commitment

(principal
: yayangterkait
iterimapemerintah

Beban bunga mencakup i utang pinjaman dan
bunga utang obligasi.

Bebansubsidimencal i untukmenganggarkanbantuan
biaya produksi

barang/jasa pe

a,bebanhibahkepadapemerintahdesa,bebanhibahkepada

aandaerah, beban hibahkepadamasyarakat, bebanhibah
a organisasi kemasyarakatan dan beban hibah untuk satuan
didikan dasar.

Beban bantuan sosial

Digunakan untuk mencatat transfer uang atau barang yang
diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan
kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan
termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah
bidangpendidikandankeagamaan.Pengeluaranpemerintahyang
dialokasikandalambebanbantuansosialharusmemenuhikriteria
sebagaimana buletin teknis standar akuntansi pemerintahan yang
mengatur mengenai akuntansi beban bantuan sosial.

Bagan Akun Beban 205




Beban bantuan sosial mencakup beban bantuan sosial kepada
organisasi sosial kemasyarakatan, beban bantuan sosial kepada
kelompok masyarakat dan beban bantuan sosial kepada anggota
masyarakat.

917 Beban penyusutan

Digunakan untuk mencatat penyusutan akan aset tetap yang

dimiliki pemerintah daerah. Beban penyusutan mencakup beban
penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan
bangunan, beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan, beban
penyusutan asettetap lainnya dan beban penyusutan asetlainnya.

918 Beban penyisihan piutang

Digunakan untuk mencatat beban cadangan yang harus di
sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertag
piutang.

919 Beban lain-lain

Digunakan untuk mencatat beban pemerin
pengeluarannya tidak dapat diklasifikasi
pengeluaranjenisbebandiatas.Pengelua
dan tidak diharapkan berulang seperti p
alam, bencana sosial dan pengeluaran tid
sangat diperlukan dalam ran
pemerintah daerah.

2. Akun Beban Transfer

Beban transfer-LO adala ru engeluaran uang atau kewajiban
untuk mengeluarkan as pelaporan kepada suatu entitas
pelaporan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi beba OVadalah sebagai berikut.

Nama Akun

BebanTransferBantuanKeuangankePemerintahDaerahLainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa
Beban Transfer Bantuan keuangan lainnya

Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

Pengertian Klasifikasi Beban Transfer sebagaimana tercantum dalam
tabel di atas adalah sebagai berikut.
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Kodifikasi Uraian Akun
92 Beban transfer
921 Bagi hasil pajak
Merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah
berdasarkan peraturan perundangan di bidang pajak daerah.

922 Bagi hasil pendapatan lainnya

Merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daera
berdasarkan peraturan perundangan lainnya.

923 Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lain

daerah yang bersangkutan kepada pemerintah
yang mencakup antara lain bantuan keuangan

924 Transferbantuan keuangan ke desadiguna

kepada pemerintah desa.

925 Transfer bantuan keuangan lai

Bantuan keuangan yang diberik i entitas pelaporan/
pemerintahan yaitu ba

3. Akun Beban Non-

Beban non-operasi an beban yang sifatnya tidak rutin.
Klasifikasi beban adalah sebagai berikut.

Nama Akun

Kode Akun
o) erasional
enjualan Aset Non-lancar-LO

enyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

odifikasi Uraian Akun
93 Beban Non-operasional

Non-operasional mencakup antara lain Defisit Penjualan Aset
Nonlancar, DefisitPenyelesaianKewajibanJangkaPanjang, Defisit
dari Kegiatan Non-operasional Lainnya.
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4. Akun Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi dari kejadian luar biasa.
Klasifikasi beban luar biasa adalah sebagai berikut.

Kode Akun Nama Akun
9.4.0.00.00 Beban Luar Biasa

9.4.1.00.00 Beban Luar Biasa
Pengertian klasifikasi Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut.
Kodifikasi Uraian Akun

94 Beban luar biasa
Digunakan untuk mencatat kejadian luar biasa, y di
yang: (1) tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahu
anggaran. (2) tidak diharapkan terjadi berulangiulang. (3
kejadian di luar kendali entitas pemerint

C. KODE BAS BEBAN SESUAI P NDA OMOR 64
TAHUN 2013

Berikut ini adalah kode dan u
dengan Permendagri Nomor
Akuntansi Pemerintahan

Kode Akun

an yang lengkap sesuai
entang Penerapan Standar
| Pada Pemerintah Daerah.

Uraian Akun

EBAN OPERASI - LO
Beban Pegawai - LO

Beban Gaji dan Tunjangan - LO

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO
Tunjangan Keluarga - LO

Tunjangan Jabatan - LO

Tunjangan Fungsional - LO

Tunjangan Fungsional Umum - LO

01 06 Tunjangan Beras - LO

1
1
1
1
1

O G —y
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01

02
02

02

04

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

01

01

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
Pembulatan Gaji - LO

luran Jaminan Kesehatan - LO

Uang Paket - LO

Tunjangan Badan Musyawarah - LO

Tunjangan Komisi - LO

Tunjangan Badan Anggaran - LO
Tunjangan Badan Kehormatan - LO
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya -
Tunjangan Perumahan - LO
Uang Duka Wafat/Tewas - LO
Uang Jasa Pengabdian - LO

BelanjaPenunjang Operasig
LO

Tunjangan Keseha

ilan PNS - LO

nP silan berdasarkan beban kerja -

han Pen

asilan berdasarkan tempat

nPenghasilan berdasarkan kondisi kerja

Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota
DPRD serta KDH/WKDH - LO

Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan
dan Anggota DPRD - LO

Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO

BebanPemungutanPajakBumidanBangunan-LO

Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pertambangan - LO
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9 1 1 05

1 1 06

210

Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkebunan - LO

Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perhutanan - LO

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak
Kendaraan Bermotor - LO

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor - LO

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak
Bakar Kendaraan Bermotor - LO

Insentif Pemungutan Pajak Daerah —F
Permukaan - LO

Insentif Pemungutan Pajak Da
-LO

Insentif Pemungutan Paja
LO

InsentifPemungut
-LO

InsentifPem

if Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air
anah - LO

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang
Burung Walet - LO

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan - LO

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO

InsentifPemungutan Pajak Daerah-BeaPerolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

InsentifPemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Kesehatan - LO
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06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

02

03

04

05

06

07

08

09

20

21

22

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Persampahan/Kebersihan - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayan
Parkir di Tepi Jalan Umum - LO

InsentifPemungutan Retribusi Daerah - Pel
Pasar - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daer.
Kendaraan Bermotor - LO

Insentif Pemungutan Retrib
Pemeriksaan Alat Pemada

Insentif Pemungutan
Penggantian Biaya

emungutan Retribusi Daerah -
endalian Menara Telekomunikasi - LO

ntifPemungutanRetribusi Daerah-Pemakaian
ekayaan Daerah - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar
Grosir dan/atau Pertokoan - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat
Pelelangan - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal
-LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat
Khusus Parkir - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah
Potong Hewan - LO

InsentifPemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Kepelabuhan - LO
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06

06

06

06

06

06

06

06

01

23

24

25

26

27

28

29

30

08

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat
Rekreasi dan Olahraga- LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -
Penyeberangan Air - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan
Produksi Usaha Daerah - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin
Mendirikan Bangunan - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izi
Gangguan - LO

InsentifPemungutan Retribusi Daerah-
-LO

Insentif Pemungutan Retribusi
Perikanan - LO

Insentif Pemungutan Retri

eban Bahan Pakai Habis
eban Persediaan alat tulis kantor
Beban Persediaan dokumen/administrasi tender

BebanPersediaanalatlistrikdanelektronik (lampu
pijar, battery kering)

BebanPersediaanperangko, materaidanbendapos
lainnya

BebanPersediaanperalatankebersihandanbahan
pembersih

Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

Beban Persediaan pengisian tabung pemadam
kebakaran

Beban Persediaan pengisian isi tabung gas
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9 1 2 01 09 Dst....

9 1 2 02 Beban Persediaan Bahan/ Material

9 1 2 02 01 BebanPersediaan bahan baku bangunan

9 1 2 02 02 Beban Persediaan bahan/bibit tanaman

9 1 2 02 03 Beban Persediaan bibit ternak

9 1 2 02 04 Beban Persediaan bahan obat-obatan

9 1 2 02 05 Beban Persediaan bahan kimia

9 1 2 02 06 Beban Persediaan Makanan Pokok

9 1 2 02 07 DSt .ceeeeeneancnnnnnn.

9 1 2 03 Beban Jasa Kantor

9 1 2 03 01 Beban Jasa telepon

9 1 2 03 02 Beban asa air

9 1 2 03 03 Beban Jasa listrik

9 1 2 03 04 Beban]asapengu anlelang/pemenanglelang

9 1 2 03 05 ah

9 1 2 03 06

9 1 2 03 07

9 1 2 03 08

9 1 2 03 nsaksi Keuangan

9 1 2 03 sa administrasi pungutan Pajak
an Jalan Umum

9 1 2 n Jasa administrasi pungutan Pajak Bahan

ar Kendaraan Bermotor

Beban Premi Asuransi

01 Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan

02 Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
03  DStueeeiniiiiiieeeeceeeeceeeeeeaaes

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
01 Beban Jasa Servis
02 Beban Penggantian Suku Cadang
05 03 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
05 04 Beban Jasa KIR

1
1
1
1
1

© © © ©
N NN NN
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05
05

06
06
06

07
07
07
07
07

07

08
08
08
08

05
06

01
02

01
02
03
04

05

01
02
03

01

Beban Pajak Kendaraan Bermotor

Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Beban Cetak dan Penggandaan
Beban Cetak

Beban Penggandaan

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas

Beban sewa gedung/kantor/tempat
Beban sewa ruang rapat/pertemuan

Beban sewa tempat parkir/uang ta
sarana mobilitas

Dst ....

Beban Sewa Sarana Mob
Beban Sewa Sarana Mobi
Beban Sewa S obilita

Beban Sewa Saran ilitas Udara

eban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Beban sewa meja kursi

Beban sewa komputer dan printer

Beban sewa proyektor

Beban sewa generator

Beban sewa tenda

Beban sewa pakaian adat/tradisional

Dst ....

Beban Makanan dan Minuman

Beban makanan dan minuman harian pegawai
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9 1 2 11 02 Beban makanan dan minuman rapat

9 1 2 11 03 Beban makanan dan minuman tamu

9 1 2 11 04 Beban makanan dan minuman pelatihan
9 1 2 11 05 Dst...

9 1 2 12 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

9 1 2 12 01 Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9 1 2 12 02 Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)

9 1 2 12 03 Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

9 1 2 12 04 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH

9 1 2 12 05 Beban Pakaian Dinas Upacara (PD

9 1 2 12 06 Dst...

9 1 2 13 Belanja Pakaian Kerj

1 2 13 01 Beban pakaian kerjafapang

9 1 2 13 02 Dst...

9 1 2 14 Belanj an khusus dan hari-hari tertentu
9 1 2 14 01 Beban pakai RPRI

9 1 2 14 02 a kaia at daerah

9 1 2 14 batik tradisional

9 1 2 akaian olahraga

9 1 2 st ...

eban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas dalam daerah
Beban perjalanan dinas luar daerah

Beban perjalanan dinas luar negeri

Beban Perjalanan Pindah Tugas
Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah

Beban perjalanan pindah tugas luar daerah

Beban Pemulangan Pegawai

Beban pemulangan pegawai yang pensiun dalam
daerah
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17

18
18
18
18
18
18
18

19
19
19

02

01
02
03
04
05
06

01
02

Beban pemulangan pegawai yang pensiun luar
daerah

Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tanah

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Beban Jasa Konsultasi
Beban Jasa Konsultasi Penelitian

Beban Jasa Konsultasi Peren

ban Barang yang Akan Dijual Kepada
asyarakat

Beban Barang yang Akan Dijual Kepada Pihak
Ketiga

Beban Beasiswa Pendidikan PNS
Beban beasiswa tugas belajar D3
Beban beasiswa tugas belajar S1
Beban beasiswa tugas belajar S2

Beban beasiswa tugas belajar S3
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23

23
23
23
23

24
24
24
24

25
25
25
25

01
02
03
04

01
02
03

01
02
03

Bebankursus, pelatihan, sosialisasi,danbimbingan
teknis PNS

Beban kursus-kursus singkat/pelatihan
Beban sosialisasi

Beban bimbingan teknis

Beban Honorarium Non-Pegawai

Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Ins

Moderator

Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pe
dan Jasa

uktur/Narasumber

syarakat
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat

Beban Bunga

Bunga Utang Pinjaman
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah

Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah lainnya

Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank
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1 02
9 1 4
9 1 4 01
9 1 4 01
9 1 4 01
9 1 4 01
9 1 5

1 01
9
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04

05

01

01

02
03

01
01

01

02

Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank

Bunga Utang Pinjaman Lainnya

Bunga Utang Obligasi
Bunga Utang Obligasi

Beban Subsidi

Beban Subsidi
Beban Subsidi kepada BUMN

Beban Subsidi kepada BUMD
Beban Subsidi kepada Pihak Ketig

Beban Hibah

Beban Hibah kepada Pemetinta
Beban Hibah kepada erintah

Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat......

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Beban Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan.....

Dst ...
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01
01
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01

02

01

02

01
02

14
15

Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan
Dasar***

Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan
Dasar di Kabupaten/Kota.....

Dst ...

Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi
Kemasyarakatan

Beban Bantuan Sosial kepada Org sial

Kemasyarakatan ...

utan dan Amortisasi

Peralatan dan Mesin

tan Alat-Alat Besar Darat
enyusutan Alat-Alat Besar Apung
enyusutan Alat-alat Bantu

n Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

eban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak
Bermotor

Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor

Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak
Bermotor

Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
Beban Penyusutan Alat Ukur

Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian

Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/
Alat Penyimpan Pertanian

Beban Penyusutan Alat Kantor

Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
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01
9 1 7 01
9 1 7 01
9 1 7 01
9 1 7 01
9 1 7 01
9 1 7 01
9 1 7 01
9 1 7 01

9 1 7
9 1 7
1 7
1 7
1 7
1 7

7
1 7 02
9 1 7 02
1 7 02
1 7 02
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16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

28

07
08
09
10

Beban Penyusutan Peralatan Komputer

Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat

Beban Penyusutan Alat Studio

Beban Penyusutan Alat Komunikasi
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
Beban Penyusutan Alat Kedokteran
Beban Penyusutan Alat Kesehatan
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktik Sek

Beban Penyusutan Unit Alat Laboratoriu
Nuklir

BebanPenyusutan AlatLaboratoriug
/ Elektronika

Beban Penyusutan Alat Pro;
Lingkungan

Beban Penyusutan Radia
Destructive Testing Labora

eban Penyusutan Gedung dan Bangunan
ebanPenyusutanBangunanGedung TempatKerja

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat
Tinggal

Beban Penyusutan Bangunan Menara

Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah

Beban Penyusutan Tugu Peringatan

Beban Penyusutan Candi
BebanPenyusutanMonumen/BangunanBersejarah
Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain

Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
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02

03
03
03
03
03
03
03

03

03
03
03
03
03
03
03

04
04
04
04
04
04

11

01
02
03
04
05
06

07

08
09
10
11
12
13
14

01
02
03
04
05

Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu

Lintas Udara

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan

Beban Penyusutan Jembatan

Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang S

Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa

BebanPenyusutanBangunanPengam
Penanggulangan Bencana Alam

Beban Penyusutan Bangunan
Sumber Air dan Air Tanah

Beban Penyusutan Ban

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan

enyusutan Instalasi Gardu Listrik
enyusutan Instalasi Pertahanan
n Penyusutan Instalasi Gas

eban Penyusutan Instalasi Pengaman
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
Beban Penyusutan Jaringan Listrik
Beban Penyusutan Jaringan Telepon

Beban Penyusutan Jaringan Gas

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Beban Amortisasi Goodwill

Beban Amortisasi Lisensi dan franchise
Beban Amortisasi Hak Cipta

Beban Amortisasi Paten

t

tan Instalasi Pembangkit Listrik

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya

Bagan Akun Beban

221



9 1 8 Beban Penyisihan Piutang

9 1 8 01 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
9 1 8 01 01 BebanPenyisihan Piutang Pajak
9 1 8 01 02 BebanPenyisihan Piutang Retribusi
9 1 8 01 03 BebanPenyisihan Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8 01 04 BebanPenyisihanPiutangLain-lainPADyangSah

9 1 8 01 05 BebanPenyisihan Piutang Transfer Pemerintah

Pusat

9 1 8 01 06 Beban Penyisihan Piutang Transfer Peme
Pusat - Lainnya

9 1 01 07 Beban Penyisihan Piutang Transfer, :
Daerah Lainnya

=)

9 1 8 01 08 BebanPenyisihan Piutang B
9 1 8 01 09 BebanPenyisihan Piutan ah
9 1 8 01 10 Beban Penyisihan PiutangPendapatan Lainnya
9 1 8 01 11 DSt.eceeeeuiecneecnneosan.e.
9 1 02
1 02 01 Lancar Tagihan Jangka

anBagianLancarTagihanPinjaman
kepada Entitas Lainnya

Beban Lain-lain

Beban Penurunan Nilai Investasi

01 Beban Penurunan Nilai Investasi

Beban Penyisihan Dana Bergulir
9 1 9 02 01 BebanPenyisihan Dana Bergulir
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1 9 03 Beban Lain-lain
9 1 9 03 01 Beban Lain-lain

9 2 BEBAN TRANSFER
9 2 1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9 2 1 o1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepad

Pemerintahan Kabupaten/Kota

9 2 1 01 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Da;
Pemerintahan Kabupaten/Kota....

9 2 1 01 02 Dst....

ada

9 | 2 | X Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatanl Lainnya

Beban Transfer Bagi'Hasil Péndapatan Lainnya

antuan Keuangan ke Pemerintah
Lainnya

o
w

n Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi

ban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi....

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/
Kota

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

9 2 4

01 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa....
01 02 Dst....

O
N
N
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9 2 5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik

01 01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.....
5 01 02 Dst...

9 2

9 2 6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

9 2 6 01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Ko
9 2

9

6 01 01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Ko
2 6 01 02 Dst....

9 3 DEFISIT NON-OPERASION

9 3 1 Defisit Penjualan Aset Nen-lancar/=ILO

9 3 1 01

9 3 1 01 01

9 3 1 01 02 isi j ralatan dan Mesin - LO
9 3 1 01 o03 Gedungdan Bangunan-LO
9 3 1 n Aset Non-lancar/Aset Tetap

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -
LO

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -
LO

Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor
Perbankan - LO

Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga
Keuangan Bukan Bank - LO

9 3 2 01 03 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri -
Obligasi - LO
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01

01

01
01
01
01

01
01

04
05

06

07

08

01
02
03

Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO

Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi -
LO

DefisitPenyelesaian UtangPemerintahKabupaten/
Kota - LO

DefisitPenyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi

BEBAN LUAR BIA

Beban

a Alam

ar Biasa Lainnya
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